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Kedudukan Suami lstri sebagai Pemegang Saham dalam 
Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian. 
Perjanjian dapat dilakukan oieh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat 
sahnya suatu perjanj!an yang telah dltentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu 
Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan 
pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adaiah kedudukan 
su.ami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris 
dalam pembuatan alcta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham 
dalam Perseroan merupakan suarni istri, dan penerapan ketentuan pengaturan 
kedudukan suami istri di daiarn Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini 
dilakukan berdasarkan penelitian kcpustakaan yang bersifat eksplanatoris1 yakni 
memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok 
penuasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa keduduk:an suarni istri sebagai 
Pemegang Sabam dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya 
pexjanjian kaw~ apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta 

benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan 
oleh ka.rena Hu mereka dapat mendirikan Perseroan T erbatas tanpa barns 

mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang sabam, sebalikuya apabila 
mereka menikah tanpa adan:ya perjanjian kawin diluar persek:utuan harta benda, 

berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. maka untuk 
mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga 
sebaga.i pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam rnernberikan penyuluban 
hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada 

komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan 
Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Katakunci: 
Pemegang Saham, suami istri, perseroan terbatas 
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Limited Liability Company 

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an 
agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with 
the requirements for the va!idlty of an agreement which have been stipulated by 
the Law. In a Limited Liability Company it is pennissible the presence of 
Shareholders who are husband and wife. The sl.lbject matter in this research is the 
capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability 
Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a 
Llmited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are 
husband and \Vife~ and the application of provisions regarding the stipulation of 
capacities of husband and wife in the Articles of Asoociation of a Limited 
Liability Company. This research is carried out based on explanatory library 
research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject 
matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary 
legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the 
Shareholders in a Limited Liability Company can be obseiVed from the existence 
or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with 
separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different 
subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company 
without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other 
hand, if they got married wlthout the existence of any prenuptial agreement with 
separation of asse~ it means that they constitute one inseparable union, then~ in 
order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as 
another founder of the Lhnited Lishility Company. The role of Notary in 
providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is 
very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in 
the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in 
accordance with the prevailing statutory regulations. 

Keywords: 
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BABl 

PENDAHULUAN 

1.1. !.alar Belakang Masalah 

l 

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan 

dengan perekonomian dunia, majunya perekonomian dunia mendorong 

Indonesia untuk terus berupaya mempertahankan, mengembangkan, dan 

memperbarui sistem dan sarana penunjang majunya perekonomian 

Indonesia. Salah satu sarana penunjang perekonomian Indonesia yang 

paling penting adalah tatanan hukum yang mendorong, rnenggerakkan, dan 

mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi. 

Ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas merupakan salah 

satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan 

ekonomi. Persermm Terbatas adalah badan hukum yang merupak:an 

persekutuan modal. didirikan berdasarkan perjanjian, rnelakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang. 

Seiring dengan iklim dunia usaha yang semakin berkembang, 

Perseroan I erbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang 

diminati, hal ini dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari 

Perseroan Terbatas antara lain karena Perseroan Terbatas dianggap paling 

mampu mengikuti dan mengantisipasi berbagai perkembangan dan 

perturnbuhan bidang ekonomi yang bergerak dengan cepat. selain itu 

pendirian suatu Perseruan Terbatas merupakan sarana untuk mengalihkan 

resiko dalam berusaha~ yaitu resiko pertanggung jawaban atas nama pribadi 

menjadi resiko pertanggungjawaban atas nama Perseroan sebagaimana 

dapat dikutip dari isi Pasal 3 ayat (!) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 

Universitas Indonesia Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009



2 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut Undang-Undang Perseroan 

Terbatas) yaitu: "Pemegang Saham dalam Perseroan tidak bertanggung 

jawab secant pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan 

tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham 

rniliknya"t. 

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

Jni mempertegas ciri dari Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya 

bertanggungjawab sebesar setoran atas: seluruh saham yang dimilikinya dan 

tidak meliputi harta pribadinya. 

Secara garis besar Perscroan Terbatas merupakan badan hukum yang 

mempunyai sifat dan ciri: yang berbeda dengan badan usaha iainnya. yaitu 

sebagai beriknt': 

a. sebagai asosiasi modal; 

b. kekayaan dan hutang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari 

kekayaan dan hutang Pemegang Saharn; 

c. Pemegang Saham: 

1. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau 

tanggungjawab terbatas; 

n. tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas 

melebihi nilai saham yang telah diambilnya; 

HL tidak bertanggung jawab prihad! atas perikatan yang dibuat atas 

nama Perseroan Terbatas; 

iv. adanya pemisahan wewenang antara Pemegang Saham, Direksi, 

dan Dewan Komisaris Perseroan Terhatas; 

v. Memiliki Dewan Komi saris yang berfungsi sebagai pengawas. 

Tetapi Pernegang Saham dapat bertanggung jawab pribadi bila teljadi 

atau telah melakukan hal-hal di bawah ini3: 

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 

terpenuhl; 

11ndoncsin, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, 
TLN No. 4756, Ps. 3 ayat (1). 

2 Johannes Ibrahim, Hukum Organisi1Si Peru.'la!ramJ, Cet . I, (Bandung:Refika Aditama, 
2006), blm.41-42. 

3 Indonesia, Undang-U11dang Peneronn Teibatas, op.cit., Ps. 3 aya.t {2)" 
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b, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk 

kepentingan pribadi; 

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

JangsWlg secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, 

yang mengaklbatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk 

melunasi utang Perseroan. 

Berkaitan dengan banyaknya pihak yang berminat untuk mendirikan 

Perseroan Terbatas, tentuiah pihak (pihak) tersebut harus memenuhi syarat 

sebagai subjek hukum yaitu pihak yang dapat atau cakap melakukan 

perbuatan hukum atau melakukan tindakan perrlata atau membuat perikatan. 

Manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupan bennasyarakat 

mempunyai keduduk:an dan peranan tertentu sebagai bentuk pergaulan 

hidup4
• Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia sendiri atas 

kapasitasnya yang ada. Barangsiapa memiJiki sesuatu yang dihargai, maka 

orang tersebut alam ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dalam 

masyarakat Apabila hal ini dikembangkan menjadi suatu sistem terSendiri 

dalam masyarakat, maka timbu1lah sistem stratifikasi sosiaL Stratifikasi 

sosial itu, merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial 

secara bertingkat, atas dasar kekuasaan, kekayaan maleri, pendidikan, 

kehormatan dan sebaga:inya. 

Dikaitkan dengan kedudukan dan peranannya sebagai manusia, maka 

kedudukan merupakan suatu wadah atau rangkurnan hak dan kewajiban. 

Hak mempakan suatu wewenang untuk melakukan suatu atau tidak 

melakukan sesuatu, dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan 

atau lebih tepat peranan yang diharapkan ("ideal role", "expected role'l 

Suatu kewajiban, merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk 

4 Socrjona. Soekanto. Pribnd£ dan Masyaro!wr, (Bandung; Alumni 1983), hlm 9. 
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melakukan atau tidak melakukan sesuatu, di dalam sosio1ogi, kewajiban 

juga disebut sebagai peranan atau peranan yang diharapkan5
. 

Dalam pemenuhan berbagai kepentingan manusia, terdapat dua unsur 

yang terpenting yaitu kemampuan (ability) dan motivasi6
. 

Kemampuan (ability) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan

kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya tersusun 

dari dua faktor yaitu kemampuan inte1ektual dan kemampuan fislk. 

Selanjutnya untuk rnencapai kepentingannya rncnuntut motivasi dari 

masing~masing individu untuk menunjukkan kemampuannya mencapai 

prestasi tertinggi pada bidang~bidang tertentu. 

David Me Clelland da]am bukunya The Achieving Society. 

menyatakan teorinya ten tang "'need for achievement" a tau "kebutuhan untuk 

berprestasi" dimanifestasikan dalam beberapa pol a hidup 7, yaitu: 

J. Dorongan se1a1u untuk mengambil resiko (risk-taking). Dalam konteks 

bisn~ misalnya, kaum wirausaha terdorong untuk melakukan prediksi 

bahkan spekulasi dalam menentukan besar kecilnya segmen pasar 

yang akan diambil dan daya beli pelanggan potensial. Tantangan 

terbesar bagi para investor adalah bagaimana mengambil keputusan 

yang tepa! di dalam kondisi yang serba tidak pasti. Untuk itulah sikap 

herani mengambil resiko menjadi sangat dibutuhkan; 

2. Kemauan untuk bekerja keras dalam upaya mencapai suatu tujuan. 

Dalam pengamatan Me Clelland, individu dengan need for 

achievement mempunyai kecenderungan bekerja lebih keras untuk 

rnenghadapi tantangan dalam pekerjaan jika dibandingkan dengan 

kelompok orang yang biasa-bia.sa saja; 

3. Kecenderungan untuk memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang 

linggi. Karakter utama pengusaha adalah rasa tanggung jawab yakni 

kesediaan mereka untuk memikui secara pribadi kesuksesan maupWi 

5 Soerjono Soekanio dan Olje Salman, Disipli" Hukum dan Disiplitt Sosial, (Jakarta: 
RajawaJi Press. 1996), hlm 94. 

6 Johannes lbrahim, Hukum Organis()Si PenlSal:aan, op. cit., hlm. 17. 
7Bob Sugeng Hadiwinata, Politik !funis lntemasionf1l, (Y ogyakarla: Kanisius, 2002), him. 

103-104. 
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kegagalan yang dialami oleh institusi dimana mereka bekeija. Maka 

seseorang dapat dilihat sifat kewirausahaanya dengan melihat pada 

tanggungjawab mereka di dalam proses pembuatan keputusan. 

4. Dorongan untuk memperdalam pengetahuan tentang tujuan-tujuan 

kongkret untuk suatu kegiatan y.mg diperlukan dalam rangka 

penyusunan target. Untuk menjamin kesuksesan, sebuah perusahaan 

harm; memiliki tujuan~tujuan yang kongkrit dan didefinisikan secara 

jelas. Hanya dengan cara inilah pengusaha dapat meneljemahkan 

konsep-konsep bisnis ke dalam kegiatan-kegiatan praktis. Muka, 

seseorang dengan kapasitas kewirausahaan hams mengetahui tujuan

tujuan kongkrel unit usaha yang dipimpinnya seperti misalnya jumlah 

keuntungan dan volume penjualan yang ditargetkan. 

5. Pengusaha dengan need of achievement biasanya memiliki naiuri dan 

kapabilitas untuk rnernbuat rencana jangka panjang dan cara 

mengorganisasi perusahaan yang dipimpinnya. Pengusaha yang 

sukses seringkali dik:aitkan dengan kemampuannya dalam melakukan 

antisipasi) menemukan alternatif-a.ltematif tindakan dan memprediksi 

konsekuensi-konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibuatnya. 

Berdasarkan kelima pola. hidup tersebut Me Clelland mencoba 

rnenjelaskan suatu lingkungan psikologis yang mempengaruhi perilaku 

individu untuk meJakukan kegiatan-kegiatan yang bennuara pada akumulasi 

kesejahteraan dan pertumbuban ekonomi. 

Demikian halnya juga dengan seorang suami dan seorang istri, 

berdasarkan kemampuan dan motivasi yang mereka milikil rnereka sebagai 

subjek hukum ingin mengembangkan diri, oleh karena itu mereka 

mengaktuaJisasikan kemampuan dan motivasi dengan mendirikan Perseroan 

T erbatas sebagai bentuk dari kebutuhan untuk berprestasi. 

Keberadaan Perseroan T erbatas hams melalui proses yang benar dan 

sah sesuai dengan per,;~turan yang berlaku. Lahir atau berdirinya suatu 

Perseroan Terbatas hams memenuhl syarat-syarat tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh Undang-Undang. 
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Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan 

bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. kemudian di dalam 

pasal penjeJasannya menerangkan balnva yang dimaksud dengan "orang" 

adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing a tau 

badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan 

pnnstp yang berlaku beroasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas 

bahwa pada dasamya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan 

berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang 

pemegang saharn, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendiri suatu 

Perseroan Terbatas paling sedikit harus terdiri dari dua orang ataupun badan 

hukum, pengecualian hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara 

yang berbentuk Perseroan Terbatas8
• 

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang yang merupakan 

pasangan suami istri. Notaris harus mengkJarifikasi suami istri tersebut 

membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan mereka. 

Kalau mereka membuat perjanjian kawin, berarti suarni istri ilu secara 

hukum memiliki harta secara terpisah atas seluruh hartanya sehingga suami 

istri tersebut masing-masing berhak bertindak masing-masing secara 

terpisah sebagai pendiri suatu Perseroan Terbatas, karena masing-masing 

bertindak sehagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya 

sendiri-sendiri secara terpisah. Seba!iknya apabila yang bersangkutan 

menikah tetapi tidak membuat suatu perjanjian kawjn, rnaka mereka sebagai 

suami istri merupakan satu pibak (bukan dua pihak) karena teljadi 

persekutuan harta, dan sudah tentu tidak memenuhi syarat sebagai pendiri 

suatu Perseroan Terbatas.9 

Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh lebih dari dua orang, tetapi 

diantara para pendiri tersebut terdapat pasangan suami istri yang menikah 

tidak dengan membuat perjanjjan kawin, artinya secara konkrit dapat 

dihitung bahwa Perseroan Terbatas didirikan o!eh !ebih dari dua orang, akan 

tetapi apabiJa kita melihat status suami-istri tersebut sebagai suami istri 

11Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, ap.cft., Ps.7. 
9!,G. RaJ Widjaja, Pedoman Dasar Peneroan Terhatay, Cet . I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1994), hlm.3-4. 
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yang menikah tanpa peiJanJian kawin, berarti dapat disimpulkan 

berdasarkan keterangan di atas, bahwa suami istri tersebut dianggap sebagai 

satu pihak, dan tentunya dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai 

kedudukan suami istri tersebut dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan 

Terbatas. 

Notaris sebagai pejabat umum yang mengkonstatir semua perbuatan, 

peijanjian, dan ketetapan para penghadap dalam mendirikan Perseroan 

Terbatas sudah seharusnya mernahami kedudukan para penghadap tersebut, 

dalam hal penghadap bertindak untuk diri sendiri, bertindak secara 

bersarna-sama, dan/atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan 

sebagai Direktur yang mewakili sebuah Perseroan Terbatas. Keharusan ini 

adalah mutlak, karena segala apa yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar 

merupakan hale dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan semua 

pihak di dalam menjalankan Perseroan Terbatas. 

Sebagai contoh, di dalam pelaksanaan Rapat Umum Pcmegang 

Saham, penghitungan suara dalam kourum kehadiran dan kourum keputusan 

diperoleh dari jurnlah seluruh saham dengan hak suara hadir/diwakili. 

Penerapan ketentuan ini akan menjadi sulit apabila tidak dijelaskan terlebih 

dahulu mengenai kedudukan suami istri tersebut yang bertindak secara 

sendiri-sendiri, bersama-sarna, atau salah satu pihak bertindak berdasarkan 

penunjukan sebagai wakil dari suami istri tersebut, begitu pula dalam hal 

pengambilan suara, bagaimana apabila terdapat perbedaan 

pendapat/perbedaan suara antara pasangan suami istri tersebut, tentunya hal 

ini harus dipikirkan oleh Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang 

salah satu pemegang sahamnya adalah pasangan suarni istri tanpa peijanjian 

kawin. 

Notaris atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian 

Perseroran Terbatas seharusnya sudah dapat memikirkan hal di atas dan 

tidak hanya berhenti pad a pemikiran bahwa Perseroran Terbatas sudah dapat 

berdiri setelah dipenuhi ketentuan pendiri suatu Perseroan Terbatas paling 

sedikit harus terdiri dari dua orang atau badan hukum tanpa memikirkan 
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lebih Ianjut bagaimana konsekuensi pengaturan ketentuan mengena1 

kedudukan suami istri (tanpa petjanjian kawin) tersebut dalam Anggaran 

Dasar suatu Perseroran Terbatas. 

Dalam Perseroan Terbatas terdapat banyak kebutuhan dan 

kepentingan, baik kebutuhan dan kepentingan pribadi masing-masing 

maupun kebutuhan dan kepentingan antar pribadi, untuk itu pengaturan hak 

dan kewajiban masing-rnasing pihak dalarn anggaran dasar Perseroan 

Terbatas haruslah dengan jelas dan benar ditentukan. 

Mengingat banyaknya kebutuhan dan kepentingan yang terdapat 

dalam suatu Perseroan Terbatas, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak 

mustahil terjadi konflik antara sesama manusta, dikarenakan 

kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila 

dalam melaksanakan kepentingannya merugikan kepentingan orang lain, 

oleh karena itu agar kepentingan-kepentingan masing-masing pihak tidak 

terganggu, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus 

dicegah dan diantisipasi sebelumnya. 

Penulisan ini menganalisa permasalahan yang mungkin akan 

dihadapi oleh Perseroan dikarenakan terdapatnya kelalaian dari Notaris 

dalam memahami kedudukan suami istri yang menikah tanpa perjanjian 

kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Kelalaian ini 

merupakan hal yang fatal, dikarenakan dengan adanya kelalaian tersebut 

maka hak dan kewajiban para pihak yang tersebut di dalam akta tidak dapat 

dilaksanakan. 

Etika hubungan sesama rekan Notaris mengajarkan bahwa sebagai 

sesama pejabat umwn, Notaris harus saling menghormati dalam suasana 

kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa Notaris tidak: mengkritik, menyalahkan 

akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau 

masyarakat. Penulisan tesis ini tidaklah bennaksud untuk mengkritik atau 

menyalahkan akta yang dibuat oleh Notaris yang membuat akta pendirian 

PT X, melainkan bertujuan untuk menghimbau para Notaris untuk selalu 

mengikuti perkembangan dan terns menambah ilmu pengetahuan. Sudah 

seharusnya Notaris memberikan pelayanan dan penyuluhan hukwn hukum 
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kepada klienlmasyarakat yang memerJukannya dengan sebaik-baiknya agar 

masyarak:at menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan 

sebagai masyarakat. 

1.2. Pokok Permasa!ahan 

Berdasarkan Jatar belakang permasalahan yang teiah disampaikan 

sebelumnya. pennasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pemahaman kedudukan suami istri sebagai pemegang 

saham dalam Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimanakah peran Notaris dalam hal Pemegang Saham dalam 

Perseroan Terbatas merupakan suami istri? 

3. Bagaimanakah penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai 

Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas? 

1.3. Metode Pene!itian 

Penulisan hukum di dalam penelitian tesis ini, merupakan penelitian 

hukum secara nonnatif bersumberkan kepada sistematika peraturan 

perundang-undangan yang merupakan sumber hukum tertutisHJ, yaitu 

terhadap aturan-aturan hukum Perseroan Terbatas dan Huk:um Perkawinan 

nasional berupa kegiatan ihniah yang senantiasa harus dilakukan, dalam 

artian hukwn sebagai suatu kaidah atau norma berupa tata hukurn dari 

hukum positif di Indonesia. 

Penelitian lni mengkaji terhadap peraturan perundang~undangan yang 

berlaku bagi Perseroan Terbatas, dan harta da1am hukum perkawinan 

nasional berdasarkan penelitian kepusiakaan (library research), yaitu 

penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini dilakokan 

berdasaikan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni 

memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok 

10Soerjono Soekanto, Pcnganfor Penr.ditian Hukrtm, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1986). hlm. 252·264 
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pennasalahan, selanjutnya dipilih sebagai teknik pengurnpulan data berupa 

data-data dalam 11
: 

L Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikal di 

Indonesia, yang terdiri dari (a) Norma dasar, (b) Peraturan dasar, (c) 

Ketetapan Majelis Perrnusyawaralan Rakyal, (d) Undang-Undang, (e) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (e) Peraturan 

Pemerintah, (f) Keputusan Presiden, (g) Peraluran Daerah, (h) Bahan 

hukum yang tidak dikodilikasikan, (i) YurisprudensL G) Traktat, (k) 

Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlak:u. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta 

implementasinya. contah: Rancangan Undang-Undang, laporan 

peneHtian, artikel ilmiah, buku, makalah herbagai pertemuan ilmiah} 

laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. 

3. Bahan hukum ters1er, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, 

contoh: abstra.k., almanak, bibliografi~ buku pegangan, buku petunjuk, 

buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan 

pemerintah, sumber blografi, sumber geografi, dan timbangan J?uku. 

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan data, 

kemudian semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun 

sccara sistematik dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat diperoleh gambaran 

serta pendapat yang komprehensif rnengenai penyelesaian pennasalahan 

yang dibahas. 

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa 

kualilatif terhadap data sekunder. 

1A. Sistematika Penulisan. 

HasH peneHtian ini disusun da1am sebuab tesis yang terdiri dari tiga 

bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

11 Sri Mamudji., et aL Mctode P~nelilian Dan Permlisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbtt 
Fakultas ltukum Universitas Indone.~ia, 2005), him .. 30~31. 
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BAB I mengenai pendahuluan. Bah ini menguraikan tentang latar 

belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok pennasalahan yang 

berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II mengenai pemahaman kedudukan suami istri dengan dan 

tanpa perjanjian kawin sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. 

Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas yang pemegang 

sahamnya merupakan suami istri, dan bagaimana penerapan pengaturan 

kedudukan suami istri tersehut sebagai Pernegang Saham dalam Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas. Bab ini menguraikan tentang pernahaman 

pengaturan harta perkawinan berdasarkan sistem hukum di Indonesia 

sehingga dari pemahaman tersebut dapat diketahui bagaimana kedudukan 

suami istri tersebut sehagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. 

sehingga kemudian dapat dipaparkan mengenai pendapat bagaimana 

sebarusnya pengaturan keduduka:n sua:mi istri sebagai pemegang saham 

tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh 

dari hasH pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok pennasalahan 

daJam penelitian penulisan tesis lni, termasuk berisi saran dari Penuhs. 
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PEMAHAMAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI SEBAGAI PEMEGANG 

SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS 

12 

2.1. Pengertian Perkawinan dan Akibat Perkawinan terhadap Harta 

Kekayaan dalam Perkawinan 

Pembahasan mengenai akibat perkawinan terhadap harta kekayaan 

suarni istri dalam perkawinan haruslah dimengerti terlebih dahulu mengenai 

pengertian dari perkawinan. Perkawinan yang jalani seseorang merupakan 

suatu peristiwa hukwn yang berdampak pada harta kekayaan suami istri 

tersebut. 

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam 

lalu lintas hukum. Kehidupan manusia terus berkembang, dalam perjalanan 

hidupnya, manusia mempunyai kehendak untuk hidup membentuk sebuah 

keluarga. Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang dipergunakan setiap 

manusia untuk mewujudkan salah satu tujuan hidupnya. Perkawinan 

merupakan suatu lembaga yang yang sangat mempengaruhi kedudukan 

seseorang dibidang hukum11
. 

Berikut pengertian dan akibat perkawinan menurut Kitab Undang

Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

2.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hokum Perdata 

Perkawinan diatur dalam bab empat, buku kesatu Kitab Undang

Undang Hukum Perdata. IGtab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 

memberik:an definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. 

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa 

12Wahyono Dannabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 
Indo11esia, Cet. II, (Depok: Badan Pcnerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 ), him. I. 
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"Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan

hubungan perdata"13
, Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat sahnya 

perkawinan hanya dan segi perdatanya saja, hal ini dikuatkan oleh Pasal Sl 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa "tiada 

suatu acara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua pihak kepada 

pejabat keagamaan mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan 

catatan sipil te1ah ber1angsung"14
• 

Pengertian perkawinan tidak didefinisikan secara jelas1 oleh karena itu 

berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata diberikanlah definisi atau perumusan 

mengenai pengertian perkawinan, antara lain deftnisi tersebut diberikan 

perumusannya oleh Scholten, yang menyatakan bahwa: 

perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara 
seorang pria dengan seorang wa.nita yang diakui sah oleh peraturan 
perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan 
membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi 1'-

Dari pengertian tersehut dapat dikemukakan unsur-unsur perkawimm 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: 

a. Perkawinan adalah sah apablla perkawinan telah diakui secara sah 

oleh Undang-Undang; 

b. Perkawinan menganut asas monogami; 

c. Perkawinan pada asasnya dirnaksudkan supaya berlangsung kekal dan 

abadi; 

d. Perkawinan tidak memperbatikan aspek biologisl karena semata-mata 

mementingkan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh 

Undang-Undang. 

13Kitab Undang-undallg Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbaek). DiteJjemahkun oleh R. 
Subekti dan R.'Ijitrosudibio, Cet XXlll, (Jakarta: Pradnya Pa:ramita, 1990), Ps. 26. 

14/birl., Ps. 81 
1SWahyono Darmabmta, Hukum Perkawinan menumt Kitab Undang-Undang Hukum 

Penlata, (Depok: 20M), h1m 55. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasalll9 menyatakan babwa: 

Mulai saat perkawinan dilangsung)<an, demi hukum berlakukan 
persatuan buiat antara hart:H kekayaan suami dan istri, sekedar 

mengenai itu dengan peljanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. 
Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiarlakan atau diubah 
dengan scsuatu persetujuan antara suami istri16

. 

Pada pasal di atas disebutkan mulai saat perkawinan dilangsung)<an, 

demi hokum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suarni dan 

istri, demi hukum disini berarti bahwa tanpa melak:ukan suatu perbuatan 

lain, yaitu hanya karena perkawinan yang dilangsungkan oleh suami is.tri 

yang bersangkutan maka timbullah harta campuran bulat antara suami istri. 

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh harta dan hutang 

yang dibawa oleh masing~masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang 

akan diperoJeh dan diadakan dikemudian hari selama perkawinan, sehlngga 

ketentuan mengenai harta bersama suami istri menwut Kitab Undang~ 

Undang Hukum Perdata tidak mengenal adanya harta bawaan. Sebagai 

Irnnsekuensi dati adanya persatuan bulat maka segala harta tennasuk 

mengenai keuntunganllabanya dan hutangnya menjadi keuntunganllaba dan 

beban bagi kedua belah pihak. 

Lembaga hukum barta campuran bulat ini menggsmbarkan adanya 

hubungan yang sangat erat antara suami istri dan hubungan yang erat ito 

dijelrnakan dalam prinsip~prinsip bersarna-sama menanggung suka dan 

duka"-

Persatuan bulat sepanjang perkawinan tak holeh ditiadakan atau 

diubah dengan sesuatu persetujuan di antara suami istri tersebut. sesudab 

perkawinan dilangsung)<an keadaan harta perkawinan tersebut harus tetap 

· diperta.bankan, hal ini berhubungan dengan prinsip adanya ketentuan 

larangan-larangan tertentu bagi suami istri yang dimuat dalam Pasal 1678 

dan Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang betbunyi 

sebagai berikut: 

16 Kitab Undang~utldang Jfukum Perdata (Burgerlijke Werboekj, op. cit .• Ps. 119. 
11 Wahyono Oarmabrata, op.cit., hlm. 133. 
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Pasall678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 

Dilarang adalah penghibahan antara suami istri seiama perkawinan. 

Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian

pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak 

terlalu tinggi mengingat kernampuan si pengbibah 18
• 

Pasat 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 

Antara suami istri tak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam ketiga hal 

herikut: 

le. jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda 
kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah 

dipisahkan, untuk mernenuhi apa yang menjadi haknya istri atau 

suaminya itu menurut huk1un; 
2e. jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, 

juga dari siapa ia tidak dipisahkan~ berdasarkan pada suatu alasan 
yang sah. misalnya WltUk mengembalikan benda-benda si istri yang 
telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri. demikiau itu 
jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan; 

3e. jika sl Istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk 

melunasi snatu jumJah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya 

sebagai hart.a perkawinan, sekedar henda-benda itu dikecualikan dari 

persatuan. 
Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ketiga hal ini) hak-hak 

para ahli waris pihak-pihak yang melakakan perbuatan, apabila salah satu 

pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keWitungan secara 

tidak langsung19
. 

Larangan-larangan yang disebutkan pada pasal-pasal di atas 

dimaksudkan untuk mencegah timbulnya keadaan berupa pemberian 

keuntungan oleh pihak satu kepada pihak yang lain, sehlngga akan timbul 

perubahan dalam keadaan harta perkawinan yang justru dilarang oleh 

Undang-Undang. 

2.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinao 

(Undang-Undaog Perkawioao) 

111 Kitab Undang~undan.g Hukum Perdaia (Burgerlfjke Wetboek). op.cit., Ps. l67tt 
19 !bid., Ps. 1467. 

• 
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Pasal I Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan jelas 

definisi dari perkawinan yaitu ·~Ikatan lahir bathin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

yang maha esa"20
. 

Pengertian perkawinan di atas menggambark:an bahwa unsur-unsur 

dar:i perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ada1ah sebagai 

berikut: 

a. Perkawinan merupakan persekutuan hldup antara seorang pria dengan 

seonmg wanita; 

b. Perkawinan menganut asas monogami; 

c. Perkawinan merupakan persekutuan hidup yang kekal; 

d. Perkaw)nan memperhatikan agama dan kepercayaan; 

e. Perkawinan memperhatikan aspek biologis. 

Memahami makna persekutuan hidup yang kekal antara seorang pria 

dan wanita tentunya hal ini juga berakibat pada persekutuan harta kekayaan 

diantara pria dan wanita tersebut di dalam perkawinan. 

Pasa135 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 

(1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
hersama; 

(2). Harta bawaan dari masing~masing suami dan isteri dan harta benda 
yang diperoleh masing-masing sebagai had:iah atau warisan. adalah di 
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain21

• 

Ketentuan pasal di alas menjelaskan bahwa Undang-Undang 

Perl<awinan mengenal adanya haria bersama dan barta bawaan. 

Harta bersarna adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. 

Harta benda yang diperoleh seiama perkawinan maksudnya adalah harta 

benda yang diperoleb sepanjang perkawinan. artinya sejak perkawinan 

10 Indonesia, Undang-Undangtentang Perkmvino.n. UU No. 1, LNNo. 1 Tahun 1974, TLN 
No. 3019, Ps. 1 

11 lbid., Ps. 35. 
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dilangsungkan sampai dengan perkawinan putus. Demildan pula dengan 

segala hadiah atau pemberian yang diberikan selama perkawinan 

berlangsung masuk sebagai harta bersama apabiia ditentukan demikian, 

termasuk segala hutang-hulang yang timbul selama perkawinan berlangsung 

menjadi masuk kedalam harta bersama, sehingga berdasarkan hal ini dapat 

disimpulkan bahwa harta bersama meliputi: 

a. Harta yang diperoleh sepanjang perl<awinan berlangsung; 
b. Harta yang diperoleh sebagai hadiahlpemberian atau warisan 

apahila ditentukan demikian; 
c. Hutang-butang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, 

kecuali yang merupakan harta pribadi rnasing-masing suami 
istri22

• 

Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-tnasing 

sebagai hadiah atau warisan yang merupakan bawaan dari masing-masing 

sua:m.i dan istri. Harta bawaan inl telah dimiliki oleh suami istri sebelum 

mereka melangsungkan perkawinan~ harta bawaan tersebut berada di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Harta bawaan merupakan harta yang terpisah dari harta bersama, merupakan 

harta pribarli masing-masing suami istri. 

Harta milik masing-masing suami istri atau harta pribadi meliputi: 
a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam 

perkawinan, tennasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat 
sebelum perkawinan yang belum di1unasi; 

b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau peroberian, 
kecuali kalau ditentukan lain; 

c. Harta yang diperoleh masing-rnasing karena warisan~ kecuali 
ditentukan lain; 

d. Hasil-hasil dari barta milik pribadi masing-masing suarni istri 
sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang 
yang ditimbulkan dalam rnelakukan pengurusan harta milik 

pribadi tersebut". 

21 Wabyono Dannabrata dan Surini Ahlan Sjarif, op.cit., hlm. %. 
n Ibid, hlm. 99. 
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2.2. Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang 

Perkawinan menyatak:an bahwa para pihak yaitu suarni istri dapat membua.t 

suatu ketentuan lain mengenai harta kekayaan mereka di dalam perkawinan. 

Ketentuan lain yang dimaksud adalab dibuatnya ketentuan mengenai harta 

kekayaan dalam perkawinan yang menyimpang dari prinsip pokok yang 

terkandung di dalam lretentuan Undang-Undang tersebut. 

Penyimpangan tersebut haruslab dituangkan dalam suatu pedanjian 

tertulis yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin adaiah 

petjanjian yang dibuat oleh dua orang yang merupakan calon suami dan 

calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk rnengatur 

akibat-aldbat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan mereka24
• 

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari Perjanjian 

Perkawinan di atur dalam: 

1). KIT All UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, 

a. Pasal 119 alenia perlama: 

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlukulab 

persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar 

rnengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan 

lain. 

b. Pasa1139: 

Dengan rnengadakan peijanjian perkawinan, kedua calon suami

istri adalab berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari 

peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekaya.an, asal 

perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata 

tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah 

lill. 

c. Pasall47: 

Atas ancarnan kebatalan, setiap pelJanJian perkawi.nan harus 

dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berla.ngsung. 

1~ R. Soetoyo PraVlirchamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Kefuarga, Cet 
ill, (Surabaya; Airlangga University Press, 2000), him. 74. 
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Pe.tjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan 

dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya. 

d. Pasal149: 

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan 

cara bagaimanapun, tak boleh di ubah. 

e. Pasal152: 

Ketentuan tercantum dalam peiJanJian perkawinan, yang 

mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang

undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak: akan berlaku 

terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu 

dibukukan dalam suatu register umum, yang harus 

diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan 

Negeri, yang mana daerah hukumnya perkawinan itu telah 

dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, 

dikepaniteraan dirnana akta perkawinan dibukukannya, 

Ketentuan pasal-pasal di atas menggambarkan bahwa perjanjian 

kawin harus dibuat dengan akta Notaris, dan pada saat sebelum perkawinan 

dilangsungkan, apahila salah satu dari kedua hal tersebut tidak dipenubi, 

mal<a perjanjian kawin itu batal (Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pen:lata). 

Dibuat dengan aida Notaris untuk mernperoleh kepastian tentang 

tanggal pembuatan peijanjian kawin. karena apabila diperbolehkan 

membuat peJjanjian kawin dengan ak:ta di bawah tangan) maka ada 

kemungkinan terjadi pemalsuan langgal akta dan pembuatan perjanjian 

setelah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan perjanjian perkawinan dibuat 

sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan dengan maksud agar setelah 

perkawinan dilangsungkan dapat diketa.hui dengan pasti, rnengenai 

peijanjian kawin berikut isi perjanjian kawin itu. Perjanjian kawin berlaku 

sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah (Pasal 149 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pen:lata). 

Mengenai berlakunya perjaujlan perkawinan terhadap pihak ketiga 

(pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukem Perdata), yang perlu didaftarkan 
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dalam register tersebut hanyalalt petikan/saiinan dari peljanjian perkawinan 

tersebut. Selama hal itu belum didaftarkan, maka pihak ketiga boleh 

menganggap, bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta 

perkawinan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu 

yang mutlak sebab apabila pihak ketiga mengetahui baltwa sua:mi islri 

kawin dengan adanya peijanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan 

tersebut tidak didaftarkan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap 

bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan hartd perkawinan. 

Jadi, jika pihak ketiga tidak mengetahui baltwa sesunggubnya ada perjanjian 

kawin alau perjanjian itu tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat 

rnenganggap bahwa suami istri itu kawin dengan kebersamaan harta25• 

2). UNDANG-UNUANG NOMOR I TAHUN 1974 

Pasal29: 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kcdua 

pihak atas persetujoan bersama dapat mengadakan petjanjian 

tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan~ 

setelalt mana isinya berlaku juga temadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersangkut; 

(2) Perjanjian terscbut tidak dapat disahkan bilarnana melanggar 

batas-batas bukum, agama dan kesusilaan; 

(3) Peganjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan; 

(4) Sela:ma perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

dirubalt, kecuali hila dari kedua belalt pihak ada persetujuan 

untuk merubalt dan perobaltan tidak merugikan pihak ketiga. 

Berdasarkan perumusan pasal-pasal di atas yang menjadi dasar bukum 

dari peijanjian perkawinan, mak:a dapat disimpulkan unsur~unsur perjanjian 

perkawinan adalah25
: 

a. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 

dilangsungkan; 

2.S Ibid., hl. 82. 
26 Wahyono Dannabrata dan Surini Ahlan Sjarif, vp.cit., him. 71 ~74 
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b. Peljanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis; 

c. Pe~janjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, 

agama dan kesusilaan serta ketertiban umum; 

d. Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak boleh dirubah, 

maksudnya adalah kecuali apabila suami istri menyetujui untuk 

merubah peijanjian perkawinan dan perubahan tersebut tidak 

merugikan pihak ketiga, maka berdasarkan Undang-Undang 

Perkawinan perubahan tersebut adalah dimungkinkan21
. Hal ini tentu 

berbeda dengan ketentuan menurut Kitah Undang-Undang Hukum 

Perdata yang mengatur bahwa pCJjanjian perkawinan tidak boleh 

ditiadak:an atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri, 

namun pada prinsipnya tujuan pengaturan tersebut pada hakekatnya 

untuk menghindarkan diri dari adanya perubahan dalam harta 

kekayaan suami istri, yang nantinya dikhawatirkan akan merugikan 

kepentingan pil1ak ketiga; 

e. Pe.tjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawlnan 

dilangsungkan, sedangkan bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan 

barn berlaku sete1ah dibukukan atau didaftarkan di dalam suatu 

register umum. 

Unsur-unsur perj anjian perkawinan tersebut haruslah dipenuhi katena 

perjanjian perkawinan mempakan suatu pexjanjian yang mempengaruhi 

kelanjutan pengaturan harta kekayaan suami istri dalam mengarungi rumah 

tangga untuk mencapai tujuan perkawinan. Petjanjian perkawinan 

diharapkan dapat menghindari konllik dalarn pengurusan harta kekayaan 

suami istri di dalam perkawinan. 

PCJjanjian perkawinan juga berpenganah kepada kedudnkan suarm 

istri sebagai Ol'llng selaku subjek hukum yang mempunyai hak dan 

kewajiban dalam hubungan hokum. 

n Indonesia. Undang-Umlcng tentang PerkawinarJ. op.cit., Ps. 29 ayat{4). 
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Mengenai bagaimana kedudukan suami istri sebagai subjek hukum 

berkaitan dengan diadakan atau tidak diadakannya perjanjian perkawinan 

dalam perkawian mereka adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

2.2.L Perkawinan dengan Perjanjian Kawin 

Perjanjian kawin berakibat pada kedudukan suami istri tersebut di 

hadapan hukum, dengan diadakannya perjanjian kawin berarti suami istri itu 

secara hukum memiliki harta secara te~pisah. Masing-masing suami istri 

tersebut berhak bertindak atas harta bendanya sendiri tanpa perlu mendapat 

perseto.juan antara satu dengan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang~ agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing suami 

istri bertindak sebagal subjek hukum yang mandiri dengan harta 

kekayaannya sendiri-sendiri secara terpisah. masing-masing pihak 

memperoleh apa yang diperoleh atau di dapat seiama perkawinan itu 

terrnasuk keuntungan dan kerugiannya. 

Peijanjian perkawinan yang dibuat suami istri berlaku sebagai 

undang-undang bagi kedua belah pihak, juga berlaku bagi pihak ketiga 

sepanj ang pihak ketiga tersangkat. 

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa macam petjanjian kawin~ 

yaitu: 

a. Perjanjian kawin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta 

menurut Undang~undang, yang terbagi dalam: 

(1). PeJjanjian kawin diluar persekutuan harta bcnda, yaitu antara 

suomi istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan barta sama 

sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan barta benda 

menurut Undang-Undang. tetapi juga persekutuan untung dan 

rugi. persekutua.n basil dan pendapatan serta percampuran 

apapun dengan tegas ditiadakan"; 

(2). Perjanjian kawin persekutuan basil dan pendapatan, yaitu antara 

suami istri diperjanjikan adanya persekutuan basil dan 

pendapatan saja, sedangkan persek-utuan harta menurut Undang-

211 Kitab Undang-Umiang Hukum Perdat(l (Burgerlijke Wetboek), op.cil,, Ps. 139. 
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Undang tidak ada. Hanya untung yang dibagi, sedangkan jika 

rugi isirinya hanya turut memikul hingga hagiannya dalam 

keuntungan, terbadap kerugian selebihnya, isiri tidak dapat 

dituntut29
• , 

(3). Peljanjian kawin persekutuan untung rugi, yaitu antara suami 

istri diperjanjikan adanya persekutuan untung dan mgi saja, 

sedangkan persekutuan harta menurut Undang-Undang tidak 

ada30
• 

b. Perjanjian kawin dalam hal mana terdapat persekutuan harta, terbagi 

dalam: 

(1). Perjanjian kawin diluar persekutuan dengan bersyarat, yaitu 

antma suami istri diperjanjikan hila suami hidup lebih lama dari 

istri, maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun, tetapi 

kalau istri yang hidup Iebih lama dari suami, maka terdapat 

persatuan basil dan pendapatan; 

(2). Perjanjian kawin persatuan harta tetapi diperjanjikan walaupun 

terdapal persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi tanpa 

adanya persetujuan istri, suam1 tidak dapat 

memindahkan/membebani harta istrinya yang dimasukkannya 

da)arn. persatuan atau yang sepanjang perkawinan rnasuk ke 

dalam persatuan31
; 

(3). Pe.rjanjian kawin persatuan harta tetapi dipcrjanjikan walaupun 

telah berlaku persatuan harta menurut Undang-Undang, tetapi 

jika si istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut 

ketcrangan pemberi h.ibah akan jatuh diluar persekutuan harta 

yang akan terjadi karena perkawi!lall, istri akan berhak 

mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut 

hasilnya, dan pemberi hibah harus hadir ' 2 

29 Ibid. Ps" 164, 
30 Ibid. Ps. 155, 
31 Ibid. Ps. 140 Ayat (3}. 
32 IbM. Ps. 140 Ayat (2). 
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Dengan melihat macam-macam perjanjian kawin di atas, secara nyata 

Undang-Undang telah memberikan cakupan apa yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kawin, karena dengan adanya perjanjian kawin, berarti 

percampuran harta ditiadakan sehingga berakibat hukum melihat suami istri 

tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek hukum yang terpisah. 

2.2.2. Perkawinan Tanpa Perjanjian Kawin 

Perkawinan tanpa perjanjian kawin, herarti bahwa sebelum 

perkawinan antara suami istri tidak diperjanjikan pengaturan mengenai harta 

kekayaan diantara keduanya, Suami istri mempunyai satu kepentingan, yaitu 

kepentingan untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala 

keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. 

Perkawinan adalah ikatan lahi.r bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa33
• Definisi ini menunjukkan bahwa selama perk:awinan beriangsung 

anta.ra suarni istri terdapat ikatan lahlr bathin sebagai satu kesatuan yang 

kekal. 

Sebagai satu kesatuan yang kekal, hak dan kedudnkan suami istri 

adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. masing-masing pihak berhak 

untuk melakukan perbuatan hukum:!4
, yang dalam melakukan perbuatan 

hukum tersebut, pihak yang satu memerlnkan persetujuan dari pihak yang 

lain, 

Perkawinan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan sejak suami istri 

menikah maka dianggap telah terjadi percarnpuran harta, harta bersama 

timbul dari suatu perbuatan hukurn yaitu perkawinan. Suami istri yang 

menikah tanpa membuat perjanjian kawin diantara mereka maka secara 

nonnatifsuami istri tersebut dianggap sebagai satu oranglsubjek hukum. 

u Indonesia. Undang-Umiang tentong Perknwiff(ln. op.cit., Ps. L 
~ lbltl., Ps. 31 ayat (!)dan (2). 
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2.3. Perseroan Terbatas sebagai Badon Hukum 

Badan Hulrum diterima sebagai person disamping manusia. Badan 

Hukum dianggap sarna dengan manusi~ yaitu sebagai "manusia 

buatan/tiruan" atau artificial person yang dapat berfungsi sebaga1 manusia 

biasa (natural person atau natuurlijke person) yang bisa menggugat atau 

digugat. bisa membuat keputusan, mempunyai hak dan kewajiban, utang 

piutang, dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa. 

Perseroan yang meropakan badan hukum mampu bertindak 

melakukan perbuatan hukwn melalui organnya, oleh karena itu perseroan 

juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri. Dia bisa 

mempunyai hak dan kewajiban dalam hubwtgan hukum. Akan tetapi, untuk 

dapat diak.ui sebaga\ subjek hukum, dia harus memenuhi persyaratan 

tertentu. 

Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum yaitu 

pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesohan 

badan hukum Perseroan35• 

Menurut ajaran umum, pengertian badan hukum haruslah memenuhi 

unsur-unsur 36
: 

1). Mempunyai harta kekayaan yang terpisah; 
Per:seroan Terbatas yang merupakan suatu badan hukum 

mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dati harta 

kekayaan pemegang sahamnya, dan diperoleh dari pemasukan para 

pemegang saham yaitu berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan 

modal disetor. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan rnemang 

diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam 

hubungan hukumnya di masyarakat. Dengan demik:ian, apabila 

dikemudian hari timbul !anggung jawab hulrum yang harus dipenuhi 

oleh Per:seroan Terbatas maka pertanggwtgjawaban yang timbul 

tersebut semala-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam 

Perseroan tersebut, oieh karenanya secara hukum mempunyai 

35 !bid., Ps. 7 ayat (4). 
36 A guS Budiarto, Kedudukan Hulmrn dan Tang,~ung Jawab Pendirf Perseroan Terhatas, 

Cet II, {Jakarta; Ghalia lndonesia, 2002), hlm. 29, 
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pertanggungjawaban sendiri. Meskipun harta lrekayaan Perseroan 

berasal dari pemasukan para pesero pendiri, harta itu terpisah sama 

sekali dengan harta kekayaan masing-masing vesero pendiri. 

Perlmatan hukum pribadi para pesero pendiri dengun pihak ketiga 

tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang 

terpisab itu. 

Kekayaan yang terpisah itu rnembawa akibat sebagai berikut: 

a). Kreditur pribadi dari para pesero penrliri dan atau para 

pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta 

kekayaan badan bukum itu; 

b). Para pesero pendiri dan juga para pengurusnya secara pribadi 

tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga; 

e). Kompensasi antara hutang pribadi dan butang badan hukum 

tidak diperkenankan; 

d). Hubungan hukum. baik perikatan maupun proses-proses antara 

para pesero pendiri dan atau para pengurusnya dengan badan 

bukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum 

dengan pibak ketiga; 

e). Pada kepailitan, hanya para kreditur badan bukum itu saja yang 

dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu 31
. 

2). Mempunyai tu:juan tertentu. 

Sebagai badan hukurn yang melakukan kegiatan usaha, 

Perseroan mempunyai tujuan sendiri sebagai mana ditentukan dalam 

anggaran dasar Perseroan. Perseroan harus mempunyai maksud dan 

tujuan serta kegiatan usaha yang dicanturukan dalam anggaran dasar 

Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 311
• 

Nama Perseroan seringk:ali mencerminkan tujuan dari Perseroan 

tersebut., misalnya Perseroan Teibatas Asuransi Maskapai Indonesi~ 

maka dari namanya saja teluh dapat diketahui bahwa Perseroan 

Terbatas Asuransi Maskapai Indonesia bergerak dibidang asuransi . 

.11 Ibid .• hal30. 
»Indonesia, Undang~Undang Perseroan Terbatas, op.cii., Ps.IS 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009



27 

Tujuan Perseroan bukan merupakan tujuanlkepentingan pribadi dari 

satu atau beberapa orang peseronya dan perjuangan untuk mencapaj 

tujuan Perseroan dilak:ukan oleh Direksi sebagai salah satu organ 

Perseroan39
. 

3). Mempunyai kepentingan sendiri 

Perseroan Terbatas mempunyru kepentingan sendiri, 

kepentingan yang dilindungi hukum, yang tidak lain adalah 

merupakan hak-hak subjeklifuya sebagai akibal dari peristiwa

peristiwa hukum yang diaJami Perseroan Terbatas. Perseroan Terbata.s 

yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan 

mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga daiam 

pergaulan hukumnya 40
• 

4). Mempunyai organisasi yang tera:tur 

Sebagai organisasi yang teratur, badan hukurn itu adalah suatu 

konstruksi hukum. badan hukum yang merupakan suatu kesatuan 

sendiri hanya dapat me1akukan perbuatan hukum melalui organnya. 

Demikian halnya dengan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas 

mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Urnum Pernegang Saham, 

Direksi dan Dewan Komisaris. Sampai dimana organ yang terdiri dari 

manusia-manusia sebagai anggotanya dapat bertindak dalam huk:um 

sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana 

anggota-anggota yang duduk dalam organ dipilih, diganti dan 

sebagainya di atur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan 

rapat anggota, demilcian halnya Perseroan Terbatas sebagai badan 

hukum, unsur sebagal organisasi yang teratur dapat diketahui meialui 

ketentuan Undang-Undang Peseroan Terbatas. Anggaran Dasar, dan 

keputusan Rapat Umwn Pemegang Saham. 

:w Budiarto, op.cit., h1m.. 30. 
lil Ibid, hlm.. 30~31. 
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2~4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarlam pe~janjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalarn Undang-Undang dan peraturan 

pelaksanaannya~ 1 • 

Dari pengertian di atas, maka dapa:t disimpulkan unsur - unsur yang 

terdapat pada Perseroan T erbatas adalah: 

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu hadan hukum; 

b. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian; 

c. Perseroan Terbatas menjalankan usaha tertentu; 

d. Perseroan Terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham; 

e. Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Undang-Undang. 

Perseroan T erbatas memperoleb status sebagai badan hukum pada 

tanggal diterbitkarmya keputusan meoteri mengenai pengesahan badan 

hukum Perseroan. Akta. Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan 

Terbatas lah yang menjadi dasar pengesahan sebuah badan hukum. 

Dengan disahkan, didaftarkan dan diumumkannya akta pendirian 

Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang 

bersangkutan tidak saja mengikat bagi Para Pernegang Saharn, Direksi, dan 

Dewan Komisaris Perseroan, ukan tetapi juga bagi para pihak yang hendak 

metakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas. Mengingat Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas mengikat para. pihak yang berkepentingan dengan 

Perseroan Terbatas, maka secara yuridis formal kiranya dapat dikemukakan 

bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi 

Perseroan Terbatas. Disebut demiklan karena maksud dan tujuan pemegang 

saharo Perseroan Terbatas, besamya modal Perseroan Terbatas dan hal-hal 

lain yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas'rz. 

41 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas. op.cit.. Ps.l angk:a I. 
42 Sentosa Sembiring, Hukum Peru.sahann tcntang Perseroan Terbatas, Cet I. (Bandung: 

Nuansa Aulia, 2006), him. 26. 
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Akla Pendirian Perseroan Terbatas mempakan sebuah peJjanjian yang 

diadakan oleh dua orang atau lebih, perjanjian itu memuat kesepakatan 

mengenai pendirian sebuah Perseroan Terbatas, petjanjian tersebut dibuat di 

hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. 

Hal inl senada dengan prinsip yang dipegang oleh Perseroan Terbatas 

dalam rumusan pengertiannya yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang

Undang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau 

lebih dengan ak!a Notaris yang dibuat daiam bahasa Indonesia". Ke!entuan 

ini rnenegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas bahwa pada dasamya sebagai badan hukum, Perseroan 

didirikan berdasarkan perjanjinn, karena itu mempunyai lebih dari satu 

orang pendiri. 

Berdasarkau Pasal di alas dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan 

suatu Perseroan Terbatas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya dua orang atau febih untuk mendirikan Perseroan; 

b. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan 

mendirikan Perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil 

bagian saham pada saat Perseroan didirikan; 

c. Perjanjian pendirian Perseroan tersebut dinyatakan di hadapan Notaris 

(notariel) daiam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yan.g 

sekaligus memuat anggaran dasar Perseroan44
_ 

Konsekuensi dari dasar petjanjian dalam Per.seroan Terbatas mengakibatkan 

persyaratan yang ditentukan oieh pasal 1320 Kitab Undang-Undaug Hukum 

Perdata harus dipenuhl terlebih dahulu oleh pendiri, sebab perjanjian 

sehubungan dengan pendirian Perseroan Terbatas senantiasa didahului 

dengan persetujuan diantara para pendiri tentang segala sesuatu yang 

bertalian dengan pendirian perseroan terbatas tersebut. 

Syarat-syarat }'-.mg harus dipenuhl terlebih dahulu oleh para pendJri 

sebelum membuat perjanjian dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas di 

badapan Notaris sebagaimana tenmaktub dalarn pasal 1320 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

43 /bid .• Ps, 1 ayat (1), 
:4 Budiarto, op.cif., him 38. 
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kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ada suatu hal tertentu, dan ada 

suatu sebab yang halaJ45
_ 

Kesepakatan yang telab memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tersebut kemudian dituangkan dengan bukti secara tertulis 

yang tersusun dalam bentulc Anggaran Dasar yang dirnuat dalam Alcta 

Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris. 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan bagian dari Akta 

Pendirian Pcrseroan T erbatas. Sebagai bagian dari Akta Pendirian, 

Anggaran Dasar memuat aturan main dalam Perseroan yang menentukan 

setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik hak 

Perseroan itu sendiri~ Pemegang Saham maupun pengurus46
• 

Mengingat Anggaran Dasar merupakan ruh dari Perseroan Terbatas, 

mak:a sebelum Perseroan Teibatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum, naskab akta 

pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut haros disampaikan 

kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

untuk diteliti, apakah Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut sudah 

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sa!u hal yang 

harus diperhatikan jika ingin mendirikan Perseroan Terbatas adalah maksud 

dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus jelas. 

Pasal 15 Undang~Undang PerSeroan Terbatas mengatur hal-hal apa 

saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat di dalam anggaran dasar 

Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut: 

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal dltempatkan, dan modal disetor; 

e. Jumlab saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jurnlab sabam 

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan 

nilai nominal setiap saham; 

45 Kitnb Undang·undang Hukum Perdata (!Jurgerlijke Wetboek), op.cil,, Ps. l320. 
44 Racbmadi Usman, Dimensi Hukum Perusa!Jaan Perseroan Terbatas, Cet. I, (Bandung: 

PT Alumni, 2004), h1m 68. 
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f. Nama jahatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

g. Penetapan tempat dan tala cara penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham; 

h. Tala cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris; 

1. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden47
_ 

Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur 

bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang: 

a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya 

dengan nama Perseroan lain; 

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 

c. sama atau rnirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintab, 

atau lembaga intemasional, kecuali mendapat ijin dari yang 

benmngk:utan; 

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau 

menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; 

e. terdiri atas angka atau rangk:aian angka, huruf atau rangkaian huruf 

yang tidak membentuk kala; atau 

f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persek:utuan 

perdata.'18
• 

Selain itu~ nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan 

Terbatas" atau disingkat PT, daJam hal Perseroan tersebut merupakan 

Perseroan Terbuka maka pada akhir nama Perseroan ditambah kata 

singkatan '"'bk'"•. 

Anggaran dasar sekurang-kurangnya hams memual hal-hal seperti 

ternebut di atas, berarti di dalam anggaran dasar dapat juga memuat 

ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang PerSeroan 

Terhatas. Hal-hal yang termasuk bertentangan dengan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas antara lain mengenai ketentuan tentang penerimaan 

41 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas,op.cit., Ps. 15 ayat (1) 
48 Ibid., Ps. 16 ayat {1). 
"Ibid., Ps. ]6 syat (2) dsn (3). 
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bunga tetap atas sabam dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi 

kepada pendiri atau pibak lain 50. 

Angganm Dasar sualu Perseroan Terbatas merupakan hukum posilif 

bagi suatu Perseroan Terbatas, ketentuan yang teroantum di daJam 

Anggaran Dasar apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang 

dibuat menjadi batal. 

Menglngat terbatasnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas 

dalam Undang-Undang, maka hal-hal lain yang belurn cukep di alur dalam 

peraturan penmdang-undangan dibenarkan kepada Perseroan Teroatas untuk 

mengatur sendiri dalam Angganm Dasamya hal-hal yang masih dianggap 

perlu. T entu saja sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentaugan deogan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain disini 

terdapat suatu keleluasaan bagi Perseroan Terbatas untuk menetapkan hal

hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. 

Oleh karena itu dalam rnenyusw1 akta pendiria:n atau Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas haru:s benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya 

sehingga masalah-masalah dan ketentuan-ketentuan yang perlu dan 

dianggap mendasar bisa dituangkan secara jelas dan lengkap daiam 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. 

2.5. Akta Pendirianl Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai Akta 

Otentlk 

Perjanjian peodirian Perseroan Terbalas dinyatakan di hadapan 

Notaris. Hal ini bernrti babwa Akta Pendirian yang meruuat Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas merupakan sebuab akta otentik, karena dibua! oleh 

Notaris sebagai pejabat urnum yang mendapat kekuasaan dari negara un!uk 

melaksanakan sebagian fungai publik khusus dalam bidang hukem perdata. 

Pasal !868 Kltab Undang-Undang Hukem Perdata menjelaskan 

babwa "akta otentilc ialab suatu akta yang didalam bentuk yang dilentukan 

oleb Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum 

"'Ibid., Ps. 15 ayat (2) dan (3). 
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yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibua.tnyan51• Sehingga 

berdasarkan pasal ini. suatu akta disebut sebagai akta otentik apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. akta itu dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum; 

b. akta itu hams dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang

Undang; 

c. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa kata itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu52
• 

Akta yang dibuat oleb Notaris adalah mengenai segala perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan, akta tersebut agar tidak kehilangan otentisitasnya 

harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan harus 

dibuat o1eh atau di hadapan Notaris di daerah hukum Notaris tersebut 

berwenang, yang apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris diluar daereb 

hukumnya maka akta tersebut menjadi tidak sah. 

Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum, berdasarkan 

kalimat ini Undang-Undang menggolongkan akta Notaris menjadi dua jenis 

yaitu: 

a. Akta yang dibuat oleh Notaris; 

b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris. 

Akta yang dibuat oleh Notaris dinamakan ak:ta relaas atau akta 

pejabat. 

Akta relaas atau akta pejabat adalah suatu akta yang memual relaas 

atau menguraikan secara otentik sesuatu tindak:an yang dilakukan atau suatu 

keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri di dalam 

menjalankan jabatannya sebagai Notaris53
_ Penandatanganan di dalam ak:ta 

relaas atau pejabat oleh para penghadap tidak lab merupakan suatu 

keh&"'Usan bagi otentisitas dari akta, sebagai contoh pada pembuatan berita 

acara rapat umum pernegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang 

yang hadir telab meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, maka 

51 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Op.cit., PsJ868 
52 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jaba.Tan Notaris, Cet II, (Jakarta: Erlangga, 1982), 

htm 48. 
n Ibid, bal5L 
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cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para pihak yang hadir telah 

meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta, dan dalarn hal ini akta 

itu telap akta otentik. Kebenaran isi dari akta relaas atau pejabat tidak dapat 

digugat1 kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu54
. 

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dinarnakan akta partij, 

Akta partij adalah suatu akta yang berisikan suatu keterangan dari apa 

yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan 

Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada 

Notaris dalam menjalaukan jabatannya dan untuk kaperluan mana pihak lain 

itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau 

rnelakukan perbu.atan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan 

itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik55
. 

Penandatanganan di dalam ak:ta partij merupakan suatu keharusan bagi 

otentisitas dari akta, apabila para pihak tidak menandatanganinya maka akta 

kebilangan keotentisitasannya, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak 

dapat menandatangani akta maka di dalarn akta harus diterangkan apa yang 

menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak yang 

bersangkutan, sebagai contoh saJah satu pihak tangan kanannya sakit} maka 

keterangan mengenai sakitnya tangan salah satu pihak yang mengakibatkan 

pihak tersebut tidak dapat menandatangani akta harus dicantumkan oleh 

Notaris di dalarn akta. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda 

tangan atau surrogaat tanda tangan5!i_ Kebenaran isi dari akta partij dapat 

digugat isinya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang 

bersangkutan dalam akta merupakan keterangan yang tidak benar, 

Akta otentik harus dibuat dalarn bentuk yang ditentukan Undang

Undang. Akta otentik terdiri dari bagian-bagian akta yang ditentukan 

Undang-Undang, bagian-bagian akta tersebut adalah bagian-bagian yang 

mengandung unsur-unsur otentik karena bagian-bagian tersebut disyaratkan 

oleh Undang-Undang, 

!i4 ibid., bal. 51. 
ss Ibid, 
"ibid., hal. 52. 
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Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jahatan Notaris) 

menyehutkan: 

(1). Setiap akta Notaris terdiri dari: 
a. awal akta atau kepala akta; 
b. badan akta; dan 
c. akhir atau penutup akta. 

(2). Awal akta atau kepala akta memuat: 
a. judul akta; 
b. nomor akta; 
c. jamt hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

(3). Bad an akta memuat: 
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahlr, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jahatan, kedudukan, tempat tinggal pam penghadap 
danlatau orang yang merek:a waki1l; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak pengbadap; 
c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak 

yang berkepentingan; dan 
d. nama lengkap, tempat dan tanggal Jahir, serta pekerjaan,jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 
(4). Akhir atau penutup akta memuat: 

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam 
pasal16 ayat (l) hurufl atau Pasall6 ayat (7); 

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan 
atau peneijemahan ak:ta apabila ada; 

c. nama lengkap, tempat dan tauggal Jahir, pekerjaan, jabatan , 
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta ; dan 

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 
pembuatan akta atau uraian teotang adanya perubahan yang 
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 

(5). Alrta Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat 
Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal 
penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya57

• 

Notaris menjamin kebenaran otentik suatu akta, Notaris menjamin 

akan kebenaran tanggal dan waktu, identitas. isi. dan tandatangan suatu akta 

11.Indonesia. Undang-Undang Jaba!an Notoris. UU No, 30. LN No. 117 Tahun 2004, TL~ 
No, 4432, Ps. 3&. 
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sehingga dalam membuat suatu akta, Notaris harus benar-benar menguasai 

teknik penulisan suatu akta. 

Kepala akta merupakan bagian dari permulaan akta. Judul akta 

diberikan untuk memudabklln semua pihak mengetabui apa yang dibabas di 

dalam akta dan juga memudabkan Notaris untuk melakukan pencarian akta 

di dalam protokol Notaris. Nomor akta juga diberikan untuk memudabkan 

pencarian akta. 

Waktu, bari, tanggal, bulan, dan tabun merupakan suatu hal yang amat 

penting. mengingat Notaris menjamin akan kebenaran otentik atas tanggal 

dan waktu. Tanggal dan waktu bisa mempengaruhi berlaku atau tidaknya 

suatu akta, sebagai oontob sebuab perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat 

setelab perkawinan, sebingga ke otentisitas tanggal dan waktu suatu 

petjanjian perkawinan mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu perjanjian 

perkawinan. 

Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, termasuk penyebutan 

apabila terdapat Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat 

Sementara Notaris beserta nomor dan tanggal penetapan pengangkatan. 

serta pejabat yang mengangkatnya haruskan dituliskan dengan jelas demi 

menerangkan bahwa akta tersebut adalah benar dibuat oleh Notaris yang 

berwenang di wilayab keijanya. 

Penyebutan identitas penghadap yang sekaligus menerangkan 

komparisi akta yaitu kedudukan seseorang yang menghadap seorang 

Notaris. Sebagai penghadap, penghadap depat bertindak untuk diri sendiri 

dan/atau sebagai waktl orang lain ataupun dalam kedudukan sebagai 

Direktur yang mewaktli sebuab Perseroan Terbatas, kedudukan penghadap 

merupakan suatu bagian yang barns dinyatakan secara hati-hati, tepa!, dan 

cermat karena hal ini merupakan hal pokok atas berwenang atau tidaknya 

penghadap untuk bertindak, dalam hal ini ketentuan yang tertuang dalam 

Pasal 1320 Kitab Uudang-Undang Haknm Perdata baruslah dipenuhi, yaitu 

mengenai kecakapan dan keberwenangan penghadap dalam haknm untuk 

membuat suatu perjanjian. bahka.n da[am praktek terdapat opini yang 
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menyatakan bahwa apabi!a komparisi salah maka seluruh akta menjadi 

salah. 

R. Kadiman, mantan ketua. jurusan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia menjabarkan bahwa arti dari perkataan komparisi adalah:" 

L Komparisi atau comparisi (ejaan terakhir jangan dipakai lagi 
sehubungan dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang 

disempumakan) adalah bagian yang sangat penting suatu ak:ta notaris 
karena padanya tergantung apakah akta itu sah atau batal; 

2, Perkataan "komparisi" adalah salinan dari hahasa Belanda comparitie 
yang ditiru dari perkataan Perancis companltion yang berarti 
..,tindakan menghadap dalam hukum atau di depan seorang notaris atau 
pejabat umum Jain", Definisi ini diambil dari Dicliotmaire du 
Notar;at. jilld 3 hlm. 427. yaitu kamus untuk para Notaris1 yang 
mengatakan bahwa komparisi adalah: 
Action de cornparaitre en justice ou devant un notaire on autre officier 

public. 
3. Dalam dunia notariat perkataan "komparisi" mengandung arti yang 

lebih luas. Komparisi tidak hanya mengenai persoalan apakah orang 
yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak 
(rechtsbekwaam), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk 

melakukan tindakan (rech!sbevoegd) mengenai soal yang dinyatakan 
(ge<:onstateerd) dalam sural akta. 

Komparisi akta masuk ke dalam isi akta karena isi akta adalah 

merupakan kehendak dan keinginan dari penghadap yang identitasnya 

dijelaskan pada komparisi akta. Apa yang tertuang dalam isi akta yang 

disepakati penghadap baruslah merupakan suatu hal yang tidak hertentangan 

dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. 

Keheradaan saksi pengenal juga merupakan suatu hal yang menguatkan 

sebuah komparisi. 

Pembacaan dan penandatanganan suatu akta merupakan bagian dari 

syarat verlijden. Pembacaan aida oleh Notaris hams dilak:ukan di hadapan 

penghadap dengan dibadiri oleh paling sedikit dua orang saksi-saksi, 

pembacaan harus diberitahukan di penutup akta termasuk apabila Notaris 

'*Tan Thong Kie, Serba~Serbi Pral,:tek Notaris, Buku !, Cet. II (revisi), (Jakarta: PT Ichtiar 
B:uu Van Hoeve, 2000), Wm 49. 
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tidak membacak:annya dikarenakan para penghadap telah membaca sendiri 

akta tersebut. Segera setelah pembacaan akta maka akta tersebut 

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Dalrun hal terdapat 

pihak yang tidak dapat menandatangani akta, maka alasan tidak 

ditandatangani akta terSebut oleh salah satu pihak harus diberitahukan di 

penutup akta Pe1anggaran mengenai pembacaan dan penandatanganan akta 

mengakibatkan suatu akta Notaris hanya mempunyai kekuatan seperti akta 

di bawah tangan. Ketentuan ini merupakan sebagian dari kewajihan Notaris 

yang tertuang pada pasal 16 ayat (1) hurnf I dan ayat (7) dan (8) Undang

Undang Jabatan No!aris yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal16 ayat (1) humfl: 

'"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajlhan membacakan akta 
di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang 
saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 
Notaris .. , 

Pasall6 ayat (7): 
Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf I tidak wajib 
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan kerena 
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan rnemahami isinya, 
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta 
pad a setiap halrunan Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan No!aris. 

Pasa116 ayat (8): 
Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) humfl dan ayat 
(7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan di 
bawah tangan. 

Pengecualian terhadap persyaratan di at as berlaku untuk akta wasiat59. 

2.6. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 

Akta Otentik merupakan surat yang diberi tanda tangan~ yang memuat 

peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak 

semu1a dengan sengaja untuk pembuktian. 

'"'Indonesia. Undang-Undemg Jabaton Ncraris, Op.cit. Ps. 16 ayat {(1) huruf I. ayat {7), 
(8). (9). 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009



39 

Aleta otentik merupakan alat bukti yang sempuma,. sebagaimana 

dirnaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menyatakan bahwa "suatu akta otentik memberikan diantara para pihak 

beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, 

suatu bukti yang sempurna ten tang apa yang dimuat didalamnya". 

Kekuatan pembuktian sempuma yang terdapat dalam suatu akta 

otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan 

persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan 

pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta 

otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna 

(vo/ledig) dan mengikat (bindende) sehingga akta akan kehilangan 

keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik 

Kekuatan pembuktiao yang wajib terdapat di dalam suatu akta otentik 

adalah kekuatan pembuktian lahir, fonnH. dan materil. 

Kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang 

didasarkan atas keadaan lahir akt'a itu sendiri, dan sebagai asas herlaku acta 

publica probant sese ipsa yang berarti suatu ak:ta yang lahimya tampak 

sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 

maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampa.i 

terbuk:ti sebaliknya60
• Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan 

untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik 

Kekuatan Pembuktian Fonnil artinya dari akta otentik itu dibuktikan 

bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan da!am akta itu odalah benar 

merupakan uraian kehendak pibak~pibak. Aleta otentik menjamin kebenaran 

tanggal, tanda tangan, komparan, dan ternpat akta dibuat. Dalam arti formil 

pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu 

yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejahat 

Umum dalam menjalaukan jabatannya61
. Akta dibawah tangan tidak 

mempunyai kekuatan p~mbuktian fonnil, terkecuali bila si penanda tangan 

dari surat/a.kta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. 

60 lumban Tobing, op" cit,, hlrrL 55. 
61 lbl'd.,hlm. 57. 
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Kelruatan Pembuktian Materiil artinya babwa secara hukum (yuridis) 

suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau 

para pihak menyatakan dan melalrukan apa yang dimuat dalam akta. Tidak 

hanya kenyataan babwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh 

akta itu, akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar 

terhadap semua orang, yang menymuh adakanlbuatkan akta itu sebagai 

bukti rerbadap dirinya61
• 

Kemudian selain dari kelruatau pembuktian di atas, maka berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris agar suatu akta notaris memiliki syarat 

otentisitas. roaka pada saat pembuatan akta harus: 

a. Para penghadap yang telab memenuhi syarat (minimal berusia 18 

labun atau telab menikah dan cakap melakukan perbuaton hukum) 

menghadap Notaris di wilayab kerja Notaris yang bersangkutan 

tersebut; 

b. Para penghadap tersebut harus dikenal Notaris atau diperkenalkan 

padanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 

18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum 

atau dlperkenalkan oleh dua penghadap lainnya; 

c. Para penghadap mengutarakan maksudnya; 

d. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah 

akta; 

e. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para 

penghadap dan dibadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi 

persyaratan; 

f. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, sakai dan notaris 

kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan 

apa yang termuat da1am akta tersebut, dan penandatanganan tersebut 

barus dilakukan pada saat tersebut 

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

merupakan sebuah akta otentik yang mempunyai kelruatan pembuktian yang 

61 lbid.)lhn. 59. 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009



41 

sernpuma, apa yang dimuat di dalarn Anggaran Dasar haruslah dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya. 

2.7. Peranan Notaris dalam Pembuatan Anggaran Das:ar Perseroan 

Terbatas 

Dalarn praktek hila hendak mendirikan sebuah Perseroan Terbatas 

biasanya para pendiri cukup mengutarakan keinginannya kepada Notaris, 

dan selanjutnya Notarislah yang akan merumuskan atau memformulasikan 

semua keinginannya dan kemudian dituangkan dalarn akta. Sehubungan 

dengan hal ini, Notaris dapat menyiapkan suatu konsep yang sebagian sudah 

baku dan kemudian ditambah serta diubah sesuai dengan kebutuhan yang 

d1hadapi, baik mengenai hal-hal khusus yang merupakan kehendak para 

pendiri yang juga ingin dimasukkan di dalarn Anggaran Dasar Persemaa 

Hal-hal yang dikehendaki oleh para pendiri yang masih dimungldnkan atau 

sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku kemudian dirumuskan 

oleh Notaris menjadi suatu naskah yang secara hukum adalah benar dan sah. 

Penuangan dalam kata-kata yang jeJas dan muda.h dimengerti 

maksudnya adalah agar jangan sampai terjadi suatu pengertian yang samar

samar~ sehingga bisa menimbuJkan penafsiran yang berbeda-beda. apalagi 

bertentangan. Disinilah sebenarnya fungsi dan peran seorang Notaris., se1ain 

sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, dia juga ber:fungsi sebagai 

penasehat huk:um dibidangnya yang memberikan penjelasan dan nasihatnya, 

demi sahnya akta yang dibuat dan bisa menampung kehendak: para pihak. 

Seringkali orang yang datang atau pihak yang berurusan dengan 

Notaris masih sangat awam mengenai masalah hukum. Mcmbaca komparisi 

suatu akta saja mereka sudah bingung dan kurang mengerti maknanya. Dan 

memang Notaris tidak berkepentingan untuk: rnenjeJaskan segala aspek 

hukum sesuatu yang tampaknya ruwet dengan bahasa hukum yang berbelit, 

akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur rnengenai 

kewenangan dan kewajiban Notaris yang menyatakan bahwa Notaris 

berwenang mernberikan penyu1uhan hukum sehubungan dengan pembuatan 
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akta serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang

Undang Jabatan Notaris, terkecuali ada alasan untuk rnenolaknya63
. 

Berpegangan kepada wewenang dan kewajiban Notaris sebagai 

pejabat umurn, maka Notaris barns memahami benar tata cara dan syarat~ 

syarat epa saja yang dibutubkan oleh penghadap untuk mendirikan 

Perseroan Terbatas. 

Tata cara mendirikan Perseroan Terbatas dalam prakteknya dapat 

dijelaskan sebagai berikut64: 

a. Pertama-tama para penghadap datang kepada Notaris untuk rnohon 

dibuatkan .Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memuat juga 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dimana anggaran dasar Perseroan 

Terbatas ini dapat dibuat sendiri oleh para pendirinya atau dapat juga 

minta bantuan Notaris untuk membuatnya; 

b. Seteiah akta pendirian yang dibuat oleb Notaris tersebut seiesai dan 

ditandatangani oleh para pendirinya maka selanjutnya dimintakan 

pengesahan sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri) 

melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum 

secara elektronik dengan mengisi format isian sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas; 

c_ Untuk meminta pengesahan ini para pendiri atau salah seorang 

pendirinya dapat menghadap langsung dengan membawa penganta:r 

dari Notaris namun dapat pula memberikan kuasa kepada Notaris 

untuk memintakan pengesaban dari Menteri; 

d. Berdasarkan adanya permobonan ini Menteri kemudian meneliti isi 

dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana diatur di 

dalam PasallO Undang-Undang Perseroan Terbatas; 

e. Setelah diadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas tersebut maka Menteri dapat memberikan 

pengesahan atau menolak memherikan pengesahan dengan disertai 

alasan-alasan penolakannya secara tertulis; 

63 Ibid, Ps. 15 ayat (2) huruf e dan.Ps; 16 ayat (1) hurufd. 
64 Budiano, op.cit., hlm, 90 
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f. Selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah memperoleh 

pengesahan sebagai badan hukum tersebut dibawa ke Kantor 

Percetakan Negara untuk kemudian diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia. 

Mengacu kepada tahapan-tahapan pendirian di atas, dalam 

melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, Notaris dalam memerruhi 

keingioan para penghadap untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus 

memberi informasi atau mensosialisasikan dengan sejelas·Jelasnya kepada 

pengbadap meugenai apa yang hams dipenuhi dan diketahui oleh para 

pengbadap yaitu antara lain: 

a. Meminta identitas dari para pengbadap; 

b, Dalam akta Pendirian) pendiri dapat diwakili oleh orang lain 

berdasarkan surat kuasa65
; 

c. Pendiri Perseroan harus minimal berjumlah dua orang dan 

kehendalmya dituangkan di dalam akta Notaris dergan menggonakan 

Bahasa Indonesia66~ kecuali bagi Persero yang seluruh sahamnya 

dimiliki oleh negara, atau Perseroan yang mengelola bursa efek, 

lembaga kliring dan penjaminan, 1embaga penyimpanan dan 

penyelesaian, dan lembaga lain scbagaimana diatur dalam Undang

Undang Pasar Modal, kewajiban Perseroan didirikan oleh dua orang 

atau lebih tidak berlalm67
; 

Apabila pendiri merupakan pasangan suaml istri harus dipastikan 

apakah pasangan suami istri tersebut menikah dengan atau tanpa 

perjanjian kawin, karena hal ini akan berpengaruh pada kedudukan 

suami istri tersebut di hadapan hukum. 

d. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 

Perseroan Terbatas didirikan68
, dan menyetorkan bagian sahamnya 

sesuai dengan nilai nominal sahanmya kepada Perseroan sesuai 

65 Indonesia, Umlang-Undang Perseroan Terbutos,op.cit., Ps. 8 ayat (3). 
69 1ndonesia, Undang-Undang Perseroan Terbutas,op.cit .• Ps. 7 ayat(l). 
61 Ibid, Ps, 7 ayar (1}. 
61 fbid, Ps, 7 ayat (2). 
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ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 32 dan 33 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, yaitu: 

Pasal32 Undang-Undang Perseroan Terbatas: 
(!). Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluhjuta Rupiah). 
(2). Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat 

menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar 
daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3). Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I). ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah69

• 

Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas: 
(!). Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan 
disetor penuh. 

(2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dibuktikan dcngan bukti pcnyetoran yang sah. 

(3). Pengeluaran saharn lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk 
menambah modal yang ditempatkan harm; disetor penuh 70

• 

e. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status 

sebagai badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota 

Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan 

Komisaris Perseroan dan mcreka semua bertanggung jawab secara 

tanggung renteng atas perbuatan huh.--um tersebue1
, 

Setetah Perseroan mernperoleh status badan hukum dan pemegang 

saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jaugka waktu paling 

lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham 

yang bersangkutan wajib mengalibkan sebagian saharnuya kepada 

orang lain atau Perseroan mengeluarkan sabam baru kepada orang 

lain, apabila hal ini tidak dipenuhi maks setelah jangka waktu tersebut 

terlampaui mal<a segaJa perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas 

permohonan pihak yang berkepentin~ pengadilan negeri dapat 

membubarkan Perseroan tersebut'72
• 

69 fbid, Ps. 32. 
70 Ibid, Ps. 33. 
71 ibid, Ps. 14. 
n Ibid, Ps. 7ayat{6). 
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f. Menjelaskan secara rinci apa saJa yang harus diatur di dalam 

Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dan peraturan perwtdang-undangan 1ainnya yang 

berlaku. 

Anggaran Dasar Perseroan merupakan aturan mam dalam 

menjalankan sebuah Perusahaan, sehingga kesepakatan yang dibulll di 

dalam anggaran dasar haruslah dibuat seteliti mungkin untuk menghindari 

teljadinya konflik dikemndian bari. 

Notaris merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk 

membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, oleh karena itu Notaris 

memegang penman yang besar terhadap isi dari akta pendirian Perseroan 

Terbatas yang dibuat c.li hadapannya Notaris harus selalu mengikuti 

perkembangan ibnu pengetahuan, sehingga di masa yang akan datang tidak 

teJjadi permasalahan di antara para pihak yang disebabkan oleh 

ketidaktahuan atau kelalaian dari Notaris dalam membuat Ak:ta 

Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

Sangat dimungklnkan sekali pada saat Notaris menyarankan idenya 

terhadap isi yang akan dimuat di dalam akta pendirian para pihak akan 

menyatakan keberatannya, akan tetapi dengan diajukan beberapa saran atau 

masukan tentunya para pihak akan lebih dapat rnencari kesepakatan

kesepakatan lain yang lebih baik dan berguna yang dapat direalisasikan di 

dalam Akta Pendirian. 

2.8. Pengertian dan Tanggung Jawab Pendiri sebagai Pcmegang Sabam 

dalam Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa besamya 

jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor merupakan hal 

yang harus dimuat di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Besarnya 

modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ditentukan oleh pendiri 

Perseroan sebagai pemegang saham dalam Perseroan. 

Pemegang saham merupakan salah satu kornponen penting dalam 

Perseroan Terbatas, baik sebagai unsur kepemilikan maupun sebagai unsur 
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permodalan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi 

mengenai apa yang dimaksud dengan pemegang saham, akan tetapi 

pengertian pemegang saham tersebut dapat disimpulkan melalui ketentuan 

pssal 7 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan babwa 

setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat perseroan 

didirikan73
. Berdasarkan ketentuan inj maka setiap pendiri yang telah 

mengambil bagian saham dan telah menyetorkan nUai nominal saham 

tersebut ke dalam Perseroan maka pendiri tersebut menjadi pemegang 

saham dalam Perseroan Terbatas. Pemegang saham adalah seseorang atau 

badan hukum yang seca.ra sah memHiki satu atau lebih saham di dalam 

Perseroan. Para pemegang saham adalah pemilik dati Perseroan Terbatas 

yang mereka dirikan. 

Pemegang saham yang memiliki saharn memiliki hak kebendaan 

terhadap saham tersebut, scbagai subjek hukwn pemegang saham 

mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas sabam tersebut. Selaku 

pemegang bak, pemegang sabam berhak mempertabankan hakuya terhadap 

setiap orang74
. 

Kapasltas pemegang saham sebagaimana terlihat dalam ciri-ciri 

perseroan adalah hanya bertanggung jawab sebatas pada nilai saham yang 

diambilnya serta tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. namun tanggung 

jawab terbatas tersebut akan hilang atau hapus dalam hal keteotuan Pasal 3 

ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas terjadt yaitu apabila: 

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belurn atau tidak 

terpenuhi; 

b. Pemegang sabam yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk 

kepentingan pribadi; 

c. Pemegang sakam yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleb Perseroan; atau 

n Ibid., Ps. 7 ayat 2. 
'7
4 l.G. Rai Widjaja,. Hulrum Pemsohaan. cet . VI, {BekasJ: Kesaint Baine, 2006). him.. 

202-203. 
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d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung secara melawan hukwn menggunakan kekayaan Perseroan 

yang mengakibaikan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk 

melunasi utang Perseroan 15
• 

Kedudukan dan tanggung jawah pendiri sebagai pernegang saham 

dalam Perseroan T erbatas senantiasa bernbah-ubah. 

Pada tahap perniapan pendirian Perseroan Terbatas, para penrliri 

belum mempunyai kedudukan apapun karena Perseroan Terba.tas belum 

berdiri) diantara mereka masing-masing hertanggung jawab secara pribadi 

atas segala perbuatan hukum yang telah di!akukan dalam rangka pendirian 

Perseroan Terbatas tersebut Tanggung jawab atas akibat perbuatan hukum 

yang telah dilakukan ini, yaitu perbuatan hukum yang berkaitan dengan 

susunan dan penyertaan modal serta susunan saham Perseroan akan menjadi 

tanggung jawab pnOadi dari para pendiri, kecuali sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dau 

penyetoraMya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan 

didirikan terscbut dicantumkan dalam alrta pendiriannya, dan naskah asli 

atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum dimaksud 

dilekatkan menjadi satu dalam akta pendirian Perseroan atau nomor. 

tanggal dan nama serta ternpat kedudukan notaris yang membuat alrta 

otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan, maka Perseroan 

akan terikat pada bak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh para pendiri tersebut. 

Bila hal di alas tidak dilakukan, maku menurut Pasal 12 ayat ( 4) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas maka perbuatan hukum dari para 

pendiri tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi PerSeroan, 

Pada tahap setelah Perseroan Terbatas berdiri~ dalam arti bahwa telah 

dibuat akta pendirian di hadapan Notaris namun belum disahkan sebagai 

badan hukum, kedudukan para pendiri adalah sebagai pemegang saham 

sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

15 Indonesia, Unda11g~Undat('5 Per.seroan Terbata.s, op.cit., Ps. 3 ayat 2. 
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Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib 

mengarnbil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Jadi pada saat 

pendirian, para pendiri adalah pemegang saharn pada Perseroan yang 

didirikannya itu, narnun belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat 

(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang 

saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat 

atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan 

melebihi saham yang dimilikinya, karena Perseroan belum menjadi badan 

huknm. 

Dengan demiki.an pada fase setelah Perseroan Terbatas berdiri namun 

belum disahkan sebagai badan hukum, para pendiri masih harus 

bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah 

dilakukannya walaupun perbuatan hukum itu dilakukan untuk kepentingan 

Perseroan. 

Tanggungjawab para pendiri ini menurut ketentuan Pasa114 ayat (3) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dialihkan kepada Perseroan 

dengan syarat bahwa Perseroan harus Iebih dulu mcndapat pengesahan 

sebaga.i badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 

Perseroan melakukan tindakan secara tegas berdasarkan Rapat Umum 

Pemegang Saham ataupun berdasarkan persetujuan tertulis dari semua calon 

pendiri sebelum Perseroan didirikan untuk menerima semua peJjanjian yang 

dibuat oleh para pencUri, mengambil alih sernua hak dan kewajiban yang 

timbui dari petjanjian yang dibuat oleh pendiri atau mengukuhkan secara 

tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan. 

Apabila Perseroan tidak mengukuhkan hal-hal tersebut, yaitu tidak 

menarima, mengarnbil alih, atau tidak mengukuhkannya, maka menurut 

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, masing-masing 

pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab 

secara prihadi alas segala alribat yang timbul. 

Pada tabap berikutnya, yaitu pada saat Perseraan telab disahkan 

sebaga.i badan hukum, para pendiri berkedudukan sebagai pemegang salunn 

telah menyetor penub saham yang menjadi bagiannya dengan dibuktikan 
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dengan bukti penyetoran yang sah. Pada tahap ini, kedudukan pendlri adalah 

sebagai pemegang saham dan tanggung jawabnya mengikuti ketentuan 

Pasal 3 ayat (l) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan 

bahwa pernegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama Pe:rseroan dan tidak bertanggUI'Ig jawab 

atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya_ 

Pemilik modal sebagai pemegang saham mempunyai kontrol terakhir 

torhadap pengelolaan dananya oleh Direksi, hal tersebut dilaknkan melalui 

Rapat Umum Pemegang Sa!1am. Perseroan sela!ru badan hukum merupakan 

subjek hukum yang mandjrJ yang mempunyai keberadaan serta kepentingan 

yang terpisah dari pemegang sahamnya dan olell karena itu meskipun 

pemegang saham mempunyai kantrol terakhir melalui Rapat Umum 

Pemegang Saharn, maka hal tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh 

pemegang saharn. Pemegang saham yang mempunyai itikad buruk 

memanfaatkan perseroan semataNmata untuk kepentingan pribadi diancam 

dengan sanksi kehilangan tanggung jawab terbatasnya. 

Da.lam menjalankan Perseroan Terbatas diperlukan keharmonisan 

ke.Ijasama yang diciptakan oleh para pemegang saham~ keseirnbangan 

kedudukan antara seluruh pemegang saharn mutlak diperlukan untuk 

melahirkan suatu kinetja yang harmonis dalarn kegiatan usaha demi 

memajukan Perseroan. Oleh karena Rapat Urnum Pemegang Saham adalah 

wadah perwujudan ketjasama para pemegang saham, mak:a Rapat Umum 

Pemegang Saharn mewakili kepentingan para pemilik modal, sehingga 

sudah sewajamya jika keputusan-keputusan yang menyangkut stroktur 

organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang saham adalah 

wewenang Rapat Umwn Pemegang Saham untuk mengatumya. 

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Qrgan Perseroan yang 

mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris dalarn batas yang ditentukan dalarn Undang-Undang Perseroan 

Terbatas dan/atau Anggaran Dasar 76
, ha1 ini berbeda dengan ketentuan 

yang terdapat di dalam Undang-Undang l'erseroan Terbatas lama yaitu 

76 Ibid., P,s, 1 angka 4. 
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Undang-Undang nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 

angka 3 yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah 

organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan 

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan 

Dewan Komisaris77
• 

Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk Rapat Umum 

Pemegang Saham sudah di atur secara mandiri ( otonom) di dalam Undang

Undang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberikan kebebasan bergerak 

sepanjang semuanya dilakukan demi tujuan dan k:epentingan Perseroan. 

2.9. Permodalan, Saham, dan Hak Pemegang Sa ham 
Modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal 

saham. Adanya modal merupakan konsekuensi dari syan1t pendirian 

Perseroan Terbatas yang hams didirikan berdasarkan pada perjanjian antara 

paling sedikit dua orang. Undang-Undang mengharuskml para pihak yang 

terlibat dalam petjanjian pendirian Perseroan Terbatas mengambil bagian 

sahamnya pada saat Perseroan didirikan yang rnerupak:an modal awaJ 

Perseroan. Dengan demikian, modal dasar yang telah disctor merupakan 

kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik Perseroan yang pad a 

awalnya berasal dari para pendiri yang dihoktikan dengan saham yang telah 

diambilnya. 

Modal merupakan syarat materill untuk mendirikan Perseroan 

Terbatas, maksud dari syarat materill a.dalah dalam pendirian Perseroan 

Terbatas harus ada modal. Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Perseroao 

Terbatas, menjaharkml bahwa struktur modal Perseroan Terbatas dibagi 

menjadi sebagai berikut: 

a. Modal Dasar (Autorized Capital) adalah modal maksimum dbnana 

modal dapat dikeluarkan lllnpa melakukml perubahan anggaran dasar 

dan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Menter!. Medal 

dasar merupakao jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran 

Dasar Perseroan Terbatas. 

71 Ibid., Ps. 1 angka 3. 
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b. Modal yang ditempatkan (Issued Capita£) adalab sejwnlab modal 

dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri Perseroan dalam 

bentuk saham. 

c. Modal yang disetor (Paid Up Capita£) adalab modal yang telab 

dipenuhi kewajiban penyetorannya oleh para pendiri Perseroan. Modal 

ini yang benar-benar telah ada dalam kas Perseroan. Seluruh saham 

yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan 

Perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. 

Sepintas kelihatannya modal yang harus disetorkan oleh para pendiri 

Perseroan Terbatas harus dalam bentuk uang tunai. Namun tidaklah 

demikian halnya, artinya para pendiri boleh saja memasukk:an modalnya 

tidak dalam bentuk uang tunai. Hal ini dijelaskan Pasal 34 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas sebagai berikut: 

(1). Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang 
dan/atau dalam bentuk lainnya. 

(2). Dalam hal penyetoran modal sabam dilakukan dalam beutuk lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham 
ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan 
harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. 

(3). Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus 
diwnumkan dalaml (satu) Sural Kabar atau lebih, dalamjangka waktu 
14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau 
setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut78

. 

Pada saat Perseroan didirikan, para pendiri harus sudah melakukan 

kewajiban penyetoran atas seluruh bagian yang diambilnya, para pendiri 

Perseroan adalah pihak yang pertama kali memberikan modal pada 

Perseroan yang didirikannya itu. 

Pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan 

bahwa Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam sabam. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan 

bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat 

Perseroan didirikan. 

78 Ibid., Ps. 34. 
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Analisa terhadap kait.an diantara kedua pasal di atas adaluh buhwa 

pendiri Perseroan harus menyetorkan sejumlah nilai nominal kedalam suatu 

Perseroan sebagai modal awal Perseroan dan kemudian ata.s nilai nominal 

yang disetorkan tersebut maka pendiri memperoleh saham sebagai miliknya 

di dalam Perseroan sebanding dengan nilai nominal yang teluh 

disetorkannya. atau dengan kata fain pendiri menyetorkan sejumlah uang ke 

dalam Perseroan yang nantinya akan ditukar dengan bentuk saham scbagai 

bukti pemilikan pendiri sebagai pemegang suham di dalam Perseroan. 

Pasal 48 Undang~Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa 

suham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, hal ini berarti buhwa 

Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. 

Suham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kebendaan 

kepada pemiliknya dan hak tersebut dapat dipertuhankan terhadap setiap 

orang. Saham merupakan tanda bukti diri bagi orang yang namanya 

tercantum pada saham tersebut~ sehingga setelah saham yang menjadi milik 

orang tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, maka 

orang tersebut berhak mendapaikan hak-hak yang melekat pada saharn 

tersebut. 

Terdapat dua macam Daftar Pemegang Suham yang wajib dimiliki 

oleh suatu Perseroan Terbatas yaitu79
: 

I. Daftar Pemegang Suham Umum, yang disebut dengan Daftar 

Pemegang Suham saja; dan 

2. Daftar Pemegang Suham Khusus, yang disebut dengan Daftar Khusus. 

Dalam Daftar Pemegang Suham harus memuat sektmlllg

kurangnya sebagai beriknt"': 

a. Nama dan alamat Pemegang Suham; 

b. Jumluh, nomor, dan tanggal perolehan suham yang dimili.ki oleh 

Pemegang Suham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan 

lebih dari satu k:Jal)ifikasi saham; 

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; 

~funir Fua.dy, Hukum Perusal!aan da/am Paradigma Hukum Bisnis, Cet. m, (Bandung: 
CitraAditya Bakri, 2008), hlm. 38. 

eo Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit., Ps. 50 ayat (1) dan (3). 
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d. Nama dan alamat dati orang perseorangan atau badan hukum 

yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima 

jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau 

tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; 

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perseroan 

Terbatas; 

f. Pencatatan setiap perubahan atas kepem!likan saham. 

Sedangkan Daftar Pemegang Saham Khusus berisikan hal

ba1 sebagai berikut: 

a, Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi 

beserta keluarganya pada Perseroan tersebut (jika ada); 

b. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi 

beserta keluarganya pada Perseroan lain (jika ada); 

c. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan 

Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan tersebut (jika 

ada); 

d. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan 

Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan Jain (jika ada); 

e. Pencatatan setiap perubahan atas kepemiiik:an saham81
• 

Daftar Pemegang Saham Khusus dimaksudkan untuk mencegah 

kemungldnan terjadinya benturan kepentingan dari piliak Direktur ataupun 

Komisaris da1am menja1ankan tugasnya. 

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting dalam 

Persero.an Terbatas, baik sebagai unsur kepemiiikan maupun sebagai unsur 

pennodalan. 

Pasal 52 Undang-Undang Perseroan T erbatas menyatakan bahwa: 

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham; 

b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaaan hasillikuidasi; 

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang82
• 

81 fb1'd., Ps. 50 ayat (2) dan(3) 
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Hak lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham berdasarkan Undang

Undang adalah Pemegang Saham juga memiliki hak memesan efek yaitu 

apabiia Perseroan hendak menerbitkan saham baru, ter1ebih dahulu 

ditawarkan kepada Pemegang Saham lama83
• Setiap Pemegang Saham 

berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yang 

daerah huknmnya meliputi ternpat kedudukan Perseroan, apahila dirugikan 

karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang 

wajar sebagai aldbat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi. 

dan/atau Dewan Komisaris'f!4
• 

Setiap pemegang saharn berhak meminta kepada Pen;eroon agar 

saharnnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak 

menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham atau 

Perseroan berupa perubahan Anggaran Dasar~ pengalihan atau penjaminan 

kekayaan Perseroan yang mempnnyai nilai lebih dati 50"!. kekayaan bersih 

Perseroan, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau 

pemisahan35
• 

Pada dasarnya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

dilakukan sekali dalam satu tahun oleh Direksi Perseroan. akan tetapi dalarn 

hal tertentu Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 

Saham lainnya atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang 

bersama-sama mewakili l/10 (satu persepuluh) atau lebih dati jumlah 

seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila angga.ran dasar 

menentukan suatu jumlah yang lebih keci186
. 

U:raian-uraian di atas menggambarkan bahwa pendiri Perseroan 

dengan menyetorkan modalnya ke dalam Perseroan akan memperoleh 

haknya sebagai Pemegang Saham. Hak-hak tersebut akan diperoleb para 

Pemegang Saham apabiia Perseroan yang didirikan menurut dan sesuai 

dengl!II ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 

ulbid., Ps. 52 ayat (1 ). 
lll Ibid., Ps. 43 ayat (1). 
84 Ibid., Ps. 6L 
as Ibid., Ps. 62 ayat (1). 
8\\. ibid., Ps. 79 ayat (2). 
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Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan rnengenai saham 

sebelumnya, maka saharn rnernpunyai tiga fungsi utama~ yaitu87 : 

a. Saham sebagai bagian dari modal, karena pada dasamya saham itu 

meropakan modal, sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian 

Perseroan Terbatas, maka dapat dikatakan bahwa tiap saham 

merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham; 

b. Saham sebagai tanda anggota, karena setiap orang yang akan ikut 

serta sebagai anggota dalam kerja sama Perseroan Terbatas 

diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai 

inbreng ke dalam Perseroan. Pemasnkan inilah yang diperhitungkan 

dalam bentuk sabam. Nominal uang pemasnkan itu tercantum sama 

dalam saham. Dengan dimi1ikinya saham menunjukkan orang tersebut 

adalah anggota yang disebut pesero dari Perseroan Terbatas dan 

sebagai bnkti diberikanlah saham sebagai Ianda anggota; 

c. Saham sebagai alat Jegitimasi~ artinya saham merupakan suatu surat 

yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak, 

berhak atas segala sesuatu yang Ielah ditetapkan di dalarn Undang

Undang Perseroan Terbatas. 

2.10. Penerapan Pengaturan Kedndukan Snami Istri sebagai Pemegang 
Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

Telah dibahas pada bagian awal bab ini bahwa sebuah perkawinan 

yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian kawin sebelum perkawinan 

dilaksanakan berakibat pada kedudukan suami istri tersebut di hadapan 

hukum. 

Adanya perjanjian kawin berarti suarni istri itu secara hukum memiliki 

harta secara terpisah. Pmjanjian kawin yang dimaksud dalam hal ini adalah 

perjanjia.n ka,vin dalam hal mana tidak terdapat persekutuan harta benda, 

yaitu antara suami istri diperjanjikan tidak adanya persekutuan harta sama 

sekali, jadi bnkan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurul 

a; Budiarto, op.cn hlm. 54. 
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Undang-Undang, tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan 

pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakanall. 

Berdasarkan perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda di atas, 

masing-masing suami istri tersebut berhak bertindak atas harta bendanya 

sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaannya 

sendiri-sendiri secara terpisah tanpa perlu mendapat persetujuan antara satu 

dengan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, 

agama, kepatutan, dan kesusilaan. Masing-masing pihak mernperoleh apa 

yang diperoleh atau di dapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan 

dan kerugiannya, berarti percampuran harta ditiadakan sebingga berakibat 

hukum melihat suarni istri tersebut sebagaimana halnya dua orang/subjek 

hukum yang terpisah. 

Sedangkan sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mengadakan 

petjanjian kawin sebagaimana disebutkan diatas sebelrun perkawinan 

dilaksanakan menga.kibatkan sejak suami istri menikah mak:a dia.nggap telah 

terjadi percampuran barta, harta bersama timbul dari suatu perbuatan hukum 

yaitu perkawinan. Suarni istri yang menikah tanpa membuat perjanjian 

kawin diantara mereka mak:a secara no:nnatif suarni istri lersebut dianggap 

sebagai satu oranglsubjek hukum. 

Penjelasan di atas dapat dijadikan dasar bagi Notaris dalam 

menganaiisa para pihak yang akan menjadi pendiri sebuah Perseroan 

T erbatas dalam hal di an tara para pihak yang akan mendirikan Perseroan 

tersebut terdapat pasangan suami-istri. 

Dalam hal hanya terdapat dua orang pendiri yang merupakan 

pasangan suami istri yang menikah dengan petjanjian kawin diluar 

persekutuan harta benda, maka pendirian Perseroan Terbatas dapat 

dilaksanakan diantara keduanya1 dikarenakan unsur bahwa Perseroan 

Terbatas dldirikan oleh dua orang atau iebJh berdasarkan perjanjian telah 

terpenuhi. 

Dalam hal banya terdapat dua orang pendiri yang merupakan 

pasangan suami istri yang menikah tanpa petjanjian kawin, maka pendirian 

u Kitab Umlang-Undang Hukum Perdo.ta (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. 139. 
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Perseroan Terbatas tidak dapat dilaksanakan diantara keduanya karena 

unsur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan peijanjian tidak terpenuhi, sehingga agar Perseroan Terbatas 

dapat didirikan, malca pasangan suami istri tersebut wajib mengikutsertakan 

satu atau beberapa pihak lagi sebagai pendiri, sehingga unsur bahwa 

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan 

peijanjian dapat terpenuhi. 

Penerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai Pemegang 

Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan hal yang mutlak diatur secara 

benar dan tepat di dalam komparisi akta pendirian Perseroan Terbatas, 

karena dari sinilah segala hak dan kewajiban pemegang saham dapat 

ditentukan. 

2.11. Analisa terhadap Kedudukan Suami Istri sebagai Pemegang Saham 

dalam Perseroan Terbatas 

(Analisa terhadap Penerapan Pengaturan Kedudukan Suami Istri 

sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas PT X, berkedudukan di 

Kabupaten Bekasi) 

2.11.1. Kasus Posisi 

Berdasarkan pokok perrnasalahan di daJam penulisan ini, maka analisa 

pembahasan Anggaran Dasar PT X ditujukan kepada penerapan peraturan

peraturan yang menyangkut segala perbuatan dan/atau persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh para pemegang saham sebagai subjek hukum dikaitkan 

dengan kedudukan suami istri di dalam mendirikan dan menjalankan 

Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di bawah ini: 

a. Perseroan Terbatas PT X didirikan berdasarkan hukum Negara 

Republik Indonesia. (selanjutnya disebut PT X). 

b. PT X didirikan pada tanggal 14-09-2004 (empat belas September 

duaribu empat) dengan demikian PT X didirikan berdasarkan Undang

Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

c. PT X didirikan oleh dua orang pendiri, yaitu Tuan A dan Nyonya B. 
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Tuan A dan Nyonya B ada1ah pasangan suami istri yang menikah 

tanpa mengadakan Perjanjian Kawin; 

d. Pada komparisi Al<ta Pendirian tidak diterangkan bahwa Tuan A dan 

Nyonya B adalah pasangan suarni istri yang menikah tanpa perjanjian 

kawin. 

e. Modal Dasar PT X sebesar Rp. 400.000.000,- terbagi alas 1000 

saharn, masing-masing saharn bemilai nominal Rp. 400.000,-, dari 

Modal Dasar tersebut te1ah ditempatkan dan disetor penuh oleh Than 

A dan Nyonya B masing~masing sebesar 125 saham~ dengan nilai 

nominal selurubnya masing-masing Rp. 50.000.000,-

2.11.2. Analisa Kllsus 

Pendiri PT X yaitu Tuan A dan Nyonya B. 

Berdasarkan komparisi pada Al<ta Pendirian tidak diterangkan bahwa 

Tuan A dan Nyonya B adalah pasangan suami istri, sehingga dengan tidak 

dijelaskan status hukum dan kedudukan pasangan tersebut maka pihak lain 

dapat beranggapan bahwa Tuan A dan Nyonya B merupakan dua subjek 

hukum yang berbeda. 

Sebagai dua subjek hukurn yang berbeda, maka mereka masing

maslng mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam Persero~ 

seperti misalnya rnereka mempunyai hak untuk menghadi.ri dan 

mengeluarkan ~mara dalam Rapat Umum Pemegang Saharn1 menerima 

pembayaran. deviden dan sisa kekayaan hasH likuidasi, serta menjalankan 

hak lainuya berdlll!arkan Undang-Undang. 

Dengan tidak disebutkan status dan kedudukan pasangan suami istri 

tersebu~ maka ketentuan-ketentuan yang telah dimuat di dalam Al<ta 

Pendirian/Anggaran Dasar PT X dapat dilaksanakan sebagaimana berlaku 

bagi Pendiri!Pemegang Saharn dalam kedudukan masing-masing sebagai 

dua orang atau dua subjek hukum yang berbeda. Dalam penerapan hak suara 

maka Tuan A mernpunyai 125 hak suara dan Nyonya B mernpunya 125 hak 

suara, maka segala penghitungan jumlah persyaratan kuorum kehadiran 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009



59 

maupun kuorum keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihitung 

berdasarkan jumlah dimaksud. 

Pada saat pendirian PT X tersebut, para pendiri menyerahkan Kartu 

ldentitas Penduduk kepada Notaris (selanjutnya disebut KTP), dan 

berdasarkan KTP tersebut tertera bahwa Tuan A dan Nyonya B berlempat 

tinggal di tempat kediaman yang sama. Pada tahap pengenalan penghadap 

ini, dibutuhkan ketanggapan, ketelitian, dan kehati-batian Notaris dalam 

memeriksa ideotitas penghadap, karena dari KTP tersebut dapat dilibat 

kecakapan para penghadap di hadapan hukum yang tentunya hal ini akan 

berpengaruh pada kedudukan para penghadap di hadapan hukurn. 

Pada kasus ini, bukan merupakan hal yang janggal apabila Notaris 

setelah membaca KTP tersebut bertanya kepada para penghadap mengenai 

status Tuan A dan Nyonya B tersebut, karena Notaris dalarn menjalankan 

jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak 

be!]liliak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalarn perbuatan 

hukum89
. Mengingat yang bersangkutan bertempat tinggal ditempat yang 

sama Notaris dapat bertanya kepada Tuan A dan Nyonya B mengenai 

hubungan hukum atau status dari suaml istri tersebut 

Pada tahap pengenalan penghadap melalui identitas yang diberikan 

kepada Notaris, Notaris dapat menganalisa apakah para piliak cakap dan 

berwenang sebagai pihak di dalarn akta. Notaris dapat lebib proaktif dalarn 

memberikan penyuluhan-penyuJuhan mengenai akta yang dibuatnya. 

Notaris disini berperan sebagai pihak yang menyusun atau merancang 

peljanjian para pihak. Pernncangan suatu peljanjian merupakan iangkah a!au 

upaya untuk menuangkan seluruh bentuk rangkaian hak dan kewajiban yang 

diharapkan disepakati atau telah disepakati oleh para pibak berkontrak ke 

dalam suatu akta. 

Dalam upaya perancangan suatu perjanjian!kontrak yang baik 

tentunya seorang Notaris tidak bisa ter1epas dari tujuan utama. aktivitas 

berkontrak, yaitu bagairnana dia sebagai pihak langsung terhadap perjanjian 

yang sedang dirancang atau orang yang diwakilinya dapat memperoleh hak-

19Indonesia. Undang-Undnng Jabatan Nmaris, op.cit. Ps. 16 ayat {1) huruf 1, ayat {7}, 
(8), (9). 
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hak yang diinginkan secara maksimal, jelas, benar , dan berkekuatan 

hukum, Oleh karena itu, seorang Notaris sebagai perancang 

perjanjianlkontrak yang baik mempunyai tiga misi besar yang barns dicapai 

dalam perancangan suatu perjanjianlkontrak. yaitu: 

a. Secara maksimal mengakomodasikan perlindungan hakuya/oraog 

yang diwakilinya dalarn peljanjianlkontrak; 

b, Menghindari!meminimalisasi potensi masalah (antara lain dari 

penggunaan terminology); 

c. Meminimalisasi risiko biaya dalam hal kontlik tidak dapat 

dihindarkan. 

Dengan kata lain, Notaris sebagai pibak yang dianggap !ebih 

mengetahui hukum harus mampu rnengantisipasi beberapa kemungkinan 

yang teljadi mengenai akta yang sedang atau Ielah dibuatnya, 

Pada prakteknya, pada saat pendirian Perseroan Terbatas Notaris 

hanya meminta bukti identitas para penghadap yaitu berupa KTP, mengenai 

bukti identitas lain seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, tidak diminta untuk 

diperlihatk:an kepada Notaris, Namun pada saat pendirian PT X~ Notaris 

seharusnya lebih jeli untuk mengetahui lebih lanjut status atau hubungan 

dari para pendiri PT X, karena walau baggimanapun, dikemudian hari status 

perkawinan para pendiri tetap wajib diketahui, karena apabila dikemudian 

hari salah satu pihak akan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka 

dibutuhkan persetujuan dari suami atau istri pihak yang akan mengalihkan 

saham tersebut. 

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis yaitu berupa kutipan akta 

nikah, yaog dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung 

Karang Barat, bohwa Tuan A dan Nyonya B merupakan pasangan suami 

istri yang menikah tanpa mengadakan perjanjian kawin sebelum perk:awinan 

dilangsungkan, sehingga diantara mereka dianggap telah teljadi 

percampuran barta dan secara normatif suami jstri tersebut dianggap sebagal 

satu oranglsubjek hnkum, 

Pada saat penandatangan akta pendirian, menurut pengakuan Tuan A 

dan Nyooya B, Notaris telah mengetahui bahwa Tuan A dan Nyooya B 
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merupakan pasWlgan suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin. 

Namun, pada kenyataannya Notaris tidak memberikan masokan apapun dan 

mengakomodir kehendak dari Tuan A dan Nyonya B untak mendirikan 

PTX. 

Sebagai pasangan yang menikah tanpa peJjanjian kawin maka suami 

istri tersebut merupakan satu kesatuan karena terjadi percarnpuran harta dan 

dengan demikian mereka merupakan satu subjek hukum atau dianggap 

sebagai satu orang di dalam Perseroan Terbatas. 

Pada Anggaran Dasar PT X, secara tertulis tersirat bahwa Tuan A dan 

Nyonya B adalah dua orang yang berbeda, sehingga penerapan segala 

ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar PT X dapat 

diberlakukan tanpa ada suatu kendala. tetapi sebenamya apabila diteh~,ah 

lebih lanjut terdapat suatu kendala besar apabila dikaitkan dengan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalarn Undang-Undang Dasar 

Perseroan Terbatas. Kendala tersebut akan ti.mbul apabila temyata pada 

proses pelaksaan atau menjala.nkan Perseroan terdapat suatu benturan atau 

permasalahan yang dikaitkan pada kedudukan suami istri tersebut di mata 

hukum, karena memang di Anggaran Dasar PT X tidak. dicantumkan status 

Tuan A dan Nyonya B, tetapi pada kenyataannya tentu terdapat pihak-pihak 

yang secara umum mengetahui bahwa Tuan A dan Nyonya B adalah 

pasangan suami istri. 

Di dalam menjalankan Perseroan suatu permasalahan tidak akan 

timbul apabila suatu keputusan, ketetapan atau tindakan yang akan 

dilaksanakan oleh Perseroan dapat dilaksanakan secara balk, akan tetapi 

sebaliknya permasalahan akan tirnbul apabila temyata dalarn pengarnbilan 

suatu keputusan, ketetapan atau tindakan Perseroan tidak menemokan 

solusi, dan kemudian pihak-pihak terlcait mengemokakan bahwa pacta 

kenyataannya adalah Tuan A dan Nyonya B adalah suami istri yang 

menikah tanpa peljanjian kawin dan seharusnya di dalam Anggaran Dasar 

PT X disebutk.an mengenai keadaan tersebut sehingga dalam penerapan 

ketentuan sebagairnana yang tertuang di dalam Anggaran Dasar PT X dapat 
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang

Undang Perseroan Terbatas. 

Pennasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat terjadi antara 

lain adalah mengenai dipenuhi:nya unsur Perseroan Terbatas adalah badan 

hokum yang didirikan berdasarkan peijanjian. Apabila Tuan A dan Nyonya 

B adalah suami istri yang menikah dengan peijanjian kawin diluar 

persekutuan harta benda tentunya penerapan hal-hal di alas tidak akan 

mengalarni kendala, karena Tuan A, dan Nyonya B mempunyai hale, 

kewajiban dan tanggung jawab yang sarna sehagai subjek hukum yang 

berbeda. 

Sedangkan pada kasus ini, Penutis berpendapat bahwa apa yang 

tertuang di dalarn Anggaran Dasar PT X tidaklah dapat dilaksanakan oleh 

para pihak, karena unsur dari Perseroan Terbatas adalah badan hukurn yang 

didirikan berdasarkan petjanjian tidaklah terpenuhi, karena Tuan A dan 

Nyonya B adalah suarni istri yang menikah tanpa perjanjian kawin, sehingga 

mereka merupakan satu kesatuan. 

Sebagaimana diketahui konsep perjanjian dalam hukum perdata paling 

tidak hams dilaknkan oleh dua orang atau lebili, yaitu tepalnya tercantum 

pad a Pasal 1313 Kitah Undang-Undang Hekuru Perdata yang menyebutkan 

"suatu pe!janjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"90• 

Berdasarkan isi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tersebut di atas teriihat bahv.•a apabila suatu peijanjian dibuat dengan sah 

mernbawa konsekuensi pihak yang membuat petjanjian akan terikat satu 

sarna lain, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyebutkan ''Tiap-tiap perikatan adalah untuk 

rnemberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu"91 , 

Mengacu pada hal di atas, ketentuan mengenai kourum, hak suara, 

deviden tidaklah dapat dilaksanakan, karena di dalarn anggaran dasar 

ditentukan bahwa: 

90 Kitab Url(lang-Undang Hukum Penlata (Burgerlijke Wetboek), op.cit., Ps. !313. 
91 Ibid., Ps. 1234. 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009



63 

Apabila saham karena sebab apapun rnenjadi milik beberapa orang, maka 
mereka yang memiliki bersama-sama saham itu diwajibkan untuk menunjuk 
seorang dlantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama 
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mernpergunakan 
hak yang diberikan oleh hukum alas saham tersebut. 

Selama ketentuan di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham 
tersebut tidak berbak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham, sedangkan pembayaran Deviden untuk saham itu ditangguhkan. 

Agar ketentuan mengenai koururn, hak suara, deviden dan ketentuan

ketentuan lainnya yang terdapat di dalam anggaran dasar PT X dapat 

dilaksanakan, setelah PT X memperoleh status badan hukum maka dalam 

jangka waktu paling lama enam bulan terhitung s~ak keada.an tersebut di 

atas, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebaglan 

sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saharn barn 

kepada orang lain92. 

Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan maka setelah 

jangka waktu terscbut terlampaui dan jumlah pemegang saham tetap kurang 

dari dua orang maka pemegang saharn bertanggung jawab secara pribadi 

atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak 

yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT X". 

Selain itu, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan: 

Dalam Pemuugutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham 
berlaku untuk scluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak 
berhak memberikan kuasa kepada kepada lebih dari seorang kuasa untuk 
sebagian darijumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. 

Bunyi Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut 

dapat dijelaskan bahwa tiap pemegang saharn mempunyai hak suara sesuai 

dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pemegang saham dapat 

memberikan kuasa kepada pihak Jain untuk menghadiri Rapat Umum 

Pemegang Saham tetapi knasa tersebut tidak boleh diberikan kepada lebih 

dari satu orang dan dengan suara yang berbeda puJa, Penafsiran pasal ini, 

n Indonesia, Undtmg-Umlang Perseroan Terbatas, op,cit., Ps. 7 ayat 5, 
Q:J. ibid. :Ps. 7 ay<~t 6. 

Universitas Indonesia 
Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009



64 

apabila kita kaitkan dengan kedudnkan Tuan A dan Nyonya B sebagai 

suami istri tanpa peljanjian kawin, tcntunya sebagai satu kesatuan, maka 

pada pe!aksanaarmya antara Tuau A dan Nyonya B, di dalarn menggunakan 

hak suaranya tidnk boleh mernpunyai suara yaug berbeda, mereka harus 

mempunyai satu suara, dan apabila mereka berkehendak untuk menunjuk 

pihak lain sebagai wakilnya, maka wakil mereka tersebut berjumlah satu 

orang dan suara yang dikeluarkan adalab sarna. 

Seiain itu. mengenal Jua1 beli saham di antara Tuan A dan Nyonya B. 

sebagai konsekuensi dari percampuran harta, apabila terjadi jual beli saharn 

di antara Tuan A dan Nyonya B maka hal ini masnk kedalarn larangan jual 

beli antara suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1467 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian jual beli di 

antara Tuan A dan Nyonya B tidak dapat dilaksanakan. 

Analisa kasus di atas menggambarkan kemungkinan pennasalaban 

yaug timbul sebagai akibat dari tidak dicantumkannya seeara jelas mengenai 

kedudnkan suami istri sabagai penghedap di dalarn komparisi sebuah akia. 

Setelab mengana!L<a para pihak yang terlibat dalam pendirian 

Perseroan Terbatas, seharusuya Notaris mengungkapkan ketentuan

ketentuan yang harus dipenuhi oleh para penghadap dan bagaimana 

kedudukan suami istri tersebut dan permasalahan-pennasalahan yang 

mungkin teljadi dikemudian hari, Akta Pendirian/ Anggaran Dasar PT X, 

secara hukurn telah memenuhi ketentuan bahwa PT X telah didirikan o1eh 

dua orang, yaitu Tuan A dan Nyonya B, namun Notaris yang bersangkutan 

seharusnya tidak berhenti pada pemikiran bahwa ketentuan didirikan oleh 

dua orang atau lebih telab terpenuhi~ akan tetapi dengan diketahui 

sebelumnya oleh Notaris mengenai status Tuan A dan Nyonya B sebagai 

suami istri yang menikah tanpa peijanjian kawin, maka Notaris hendak:nya: 

a. menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami istri tersebut sebagai 

pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. serta menjelaskan 

ketentuan undang-undang dan konsekuensinya apabila pemegang 

sabam berjuudab kurang dari dua orang. Konsekuensi yang dimaksud 

adalah sebagaimana dimuat di dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang 
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Perseroan Terbatas yaitu apabila jangka waktu enam bulan tersebut 

telah dilampaui, dan Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang, 

maka Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala 

perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas pennohonan pihak yang 

berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkanPerseroan94
• 

b. dengan berlandaskan pada kedudukan suarni istri tersebut di hadapan 

hukum maka Notaris ,menyarankan kepada suami istri tersebut agar 

mengikutsertakan pihak ketiga sebagal pernegang saham, sebagai 

contoh C, sebagai pemegang saham dalam Perseroan, dengan 

demikian unsur Perseroan T erbatas didirikan paling sedikit oleh dua 

orang atau lebih dapat terpenubi, yaitu: 

a). Tuan A dan Nyonya B (sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan); dan 

b) Tuan C. 

apabila te!ah mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham, 

dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka di 

dalam komparisi akta disebutkan bahwa: 

Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa mereka 

adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa mengadakan 

perjanjian kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata terjadi percampuran bulat antara 

harta kekayaan mereka sehingga mereka merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan, dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 

(S) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Tuan A telah ditunjuk 

sebagai wakil bersama diantara mereka 

?.l Loc. cit. 
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3.1. Kesimpulan 

BAB3 

PENUTUP 

66 

1. Pemahaman mengenai keduduk:an suami istri sebagai Pemegang 

Saham dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat dari ada atau tidaknya 

suatu perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan 

dilungsungkan: 

a. apabiia perkawinan dilangsungkan dengan diadakannya 

perjanjian kawin rliluar persekutuan harta benda sebe1um 

perkawinan dilangsungkan rnaka mengakibatkan teijadinya 

perpisahan harta secara keseluruhan, masing-masing suami istri 

tersebut berhak bertindak atas namanya sendiri, sebingga 

apabila suaml istri tersebut mendirikan Perseroan Terbatas maka 

suarm istri tersebut dianggap mempunya1 kedudukan 

sebagaimuna halnya dua subjek hukum yang berbeda. suami istri 

tersebut ma..:;ing-masing merupakan pemilik dan pemegang 

saham da1am Perseroan yang mereka dirikan; 

b. apabila perkawinan dilangsungkan tanpa di adakannya 

peijanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan maka 

mengakibatkan tetjadinya percampuran harta, dan suami istri 

tersebut sebagai Pemegang Saham dianggap sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga sebagai Pemegang 

Saham mereka secara bersama-sama merupakan pemilik dan 

pemegang saham dalam Perseroan. 

2. Pecan Notaris dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas 

merupakan suami istri: 
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a Notaris menjelaskan mengenai kedudukan hukum suami istri 

tersebut sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, 

baik apabila perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin 

maupun apabila perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian 

kawin; 

b dengan berlandaskan pada kedudukan suami istri tersebut di 

hadapan hukum maka apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh 

suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin maka Notaris 

menyarankan kepada suami istri tersebut agar mengikutsertakan 

pihak ketiga sebagai pemegang saham, atau apabiJa Perseroan 

Terbatas tersebut telah disahkan sebagai badan hukum. maka 

dalam jangka waktu enam bulan setelah dipahaminya 

kedudukan suami istri tersebut maka suami istri tersebut harus 

mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak ketiga atau 

Perseroan mengeluarkan saharn barn, termasuk menjelaskan 

ketentuan undang-undang dan konsekuensinya apabila 

Pemegang Saham berjumlah kurang dari dua orang. 

Konsekuensi yang dimaksud adalah sebagaimana dimuat di 

dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu 

apahila jangka wak:tu enam bulan tersebut telah d.ilampaui, dan 

Pemegang Saham tetap kurang dari dua orang, maka Pemegang 

Saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan 

dan kerugian Perseroan1 dan atas permohonan pihak yang 

berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan 

Perseroan95
• 

3. Pcnerapan pengaturan kedudukan suami istri sebagai Pemegang 

Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah: 

a Da1arn hal suami istri tersebut merupakan pasangan suami jst:ri 

yang menikah dengan perjanjian kawin diluar persekutuan harta 

benda, maka di dalam kumparisi akta disebutkan: 

Qs Ibid. 
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" bahwa Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan 

bahwa mereka adalah pasangan suarni istri yang menikah 

dengan mengadakan perjanjian kawin dilunr persekutuan harta 

benrla, sehingga berdasarkan kctentuan Pasal 139 Kitab 

Unrlang-Undang Hukum Perdata maka terjadi perpisahan harta, 

mal<a masing-masing berhak bertindak untuk dan atas narnanya 

sendiri sebagai Pemegang Saharn dalam Perseroan Terbatas; 

b Da1am hal suami istri tersebut merupakan pasangan suami Jstri 

yang menikah tanpa petjanjian kawtn maka suami istri tersebut 

bnrus mengikutsertakan pihak ketiga, sebagai contoh C, sebagai 

pemegang saham dalam Perseroan, dengan demikian unsur 

Perseroan Terbatas didirikan paling sedikit oleh dua orang atau 

Jebih dapat terpenuhi, yaitu: 

3.2. Saran 

a). Tuan A dan Nyonya B (sebagai satu kesat:uan yang tidak 

terpisahkan); dan 

b) Tuan C. 

dan dengan mengacu kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Pasal 52 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas, maka di daJam komparisi akta disebutkan bahwa: 

Tuan A dan Nyonya B tersebut di atas menerangkan bahwa 

rnereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanpa 

mengadakan peljanjian kawin, sehlngga berdasarkan ketentuan 

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi 

percampuran bulat antara harta kekayaan mereka sehingga 

mereka merupakan sa!u kesat:uan yang tidak dapat dipisahkan, 

dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, maka Tuan A te1ah ditunjuk: sebagai wakil 

bersama diantara mereka. 

Berdasadkau hal-hal tersebu! di atas maka saran-saran yang dapat 

dijadikan masukan bagi pibak-pihak yang terkait adalah sebaga.i berikut: 
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1. Bagi para pihak sebagai pendiri/Pemegang Saham dalam Perseroan 

Terbatas: 

a. memberikan keterangan mengenai identitas dlri dengan 

didukung oleh surat-surat yang lengkap dan benar; 

b. memberitahukan kepada Notaris mengenai status pernlkahan 

termasuk apabila perkawinan dilangsung dengan atau tanpa 

perjanjian kawin; 

c. menanyakan dengan rinci mengenai apa saja hak dan kewajiban 

sebagai pendiri/Pemegang Saham dalam Perseroan Terhatas 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

d. memastikan bahwa segala dokumen-dokumen sebagai 

kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbata..ll dapat 

diurus dengan baik dan diselesaikan tepat waktu oleh Notaris . 

2. Bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oJeh 

Undang~Undang untuk mernbuat akta pendirian Perseroan Terbatas: 

a. Notaris memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum hukum 

kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik~ 

baiknya agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara dan sebagai masyarakat, oleh karena itu 

Notaris harus terns mengikuti perkembangan ilmu pengerahuan 

dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang bernifat 

dlnamis, tennasuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing; 

.b. meminta keterangan mengenai identitas dlri para penghadap 

dengan didukung oleh sun•t-surat yang lengkap dan benar, 

menanyakan kepada para penghadap mengenai status 

pemikaha:n tennasuk ada atau tidak adanya pmjanjian kawin 

apabila para penghadap merupakan suami istri; 

c. memastikan bahwa segala dokumen-dokumen sebagal 

ke]engkapan yang hams dipenuhi oleh Perseroan Terbatas akan 

diurus dengan baik dan disele.saikan tepat waktu oleh Notaris; 

d. selalu menjunjung tinggi etika profesi dan memastikan bahwa 

akta yang dibuatnya teijamin sifat keotentisitasannya. 
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.. 
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TE:RBATAS 

PT.~ 

No mar ~ Till..~ 

Septembel'" tahun dL\a rlbu empat. (14-09-2004) -----~·--~ 

Derhadapan dengan s<;<ya ~ ~;:&Si¥ .. 

Sarjana Hukum~ t\lotaris di Tangerang~ dengan dihadi.t~i 

oleh saksi-saksi yang saya, Not.iiiiTis ken.al ~ dan yang 

namanya akan disebutkan p~da bagian ak.hir .;;..kta ini :; 

I 2. 

9 ~ --------~ 

Rukun Ted:.angga 003~ RukLtn Wat"ga 011, Kel.ur.aloan -·----

Lambangsari ~ Ke=:camatan Tam bun Sel a tan, F'emegang ~--·~--

Kartu 

Warga Negara lndcw.esia~ -----------------~------------

bertempat ti.nggal di Bek.asi Jalan 

!<ec:ama tan Tam bun 81? 1 a tan, Pemcg anq K.:1rtu -·---------~--
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j Warga Negara Indones;ia. -------~--~-------~----~·---~ 
·~ -Untl.1~; semen tara keduanya berada di Tanger.;:;;<ng ~ ··------

- Para Pen~Jho<~dap dengan ini menerangkan, bahwa dengan -

tidak rnengurangi iz in dar i pi hak yang berwt~nang :-. l::.ed ,:;h-

sepakat dan setuju 1..mt.vk ber-sama-sama mendirikan suatu··· 

perseroan ter-bMti::tS dengan anggaran dasar sebage-.imane, --~ 

selar,jutnya cukup disingkat dengan "Anggar«tn Das~r" I 

sebagai be1·· i kut: ~~ ·· ----·-----~~-------------- ------""~ 

·-·NAt'lft DAN If,!JIPAT KEDUDUKAN. 

------------~~~~-----·------- Pasal l. -· ~-----------~-----------

disingkat den gar; "Perseroan") ~ berb?dt.tdukan di ---~----·_ 

Bek as i. ------- ---------------------------------~ 

tempat l<:r.in~ baik di dalam maLIPLil"i di luaF' wll;.;yah 

-----·--- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSER0(41'l -~~-·-···"'··- .. ·--· 

----~--------------~---------- Pasal 2 ---~~------------------

Pcg-seTaan didirikan untuk janqka W;:;lktu yang tidaL 

tel-bat as. --·--------~---------------------------- -~----- ·- '"·-------

-------- MAKSUD DAN TUJUAN SE:RTA KEGIATAN US(.~HA ----· 

---------------~---------~ Pasal 3 -------·-------------------

1~ Maksud dan tujuan Perse1~aar-1 oS~dalah : ----·· --·--------

~ Per-dag ang;::u1 dan J as d.~ ------------~----~-----------~ .... - ... 
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. f 2~ Untuk. menc:apai maksud dan tujuan ter-sebut dis. "!::.as --

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan u.saha sebagai~ 

ber i k ut: -------~~---~ --~--~----~----·-------··-------·- ----~· 

a~ MenJ.alankan usahe>. dalam bidan~:J perdagangan l' ~-----

<;~ntara lain barang-barang mekanikal/elt-ktJ-:tkal, 

alat-alat teknik t mesin-me!t:dn dct!"• su~u r:adc-~ngnyc:t

ltendaraan bermotor, spal"e pa!~tJonderdil ker!daJ-aan 

bet·motor alat tulis dan perlengk.apan ki--<ntor", 

komputl;:n-, alat telekotm .. tnik.asi~ bahan 1-:.imia, 

bah an ban gun an~ bah01r-r makanan dBn rninum.o<:f'• r~ inge.n J 

meubeleit·, furnituJ'"'e, tekstil~ pak.nian Jad_i"; 

garment dan bcd"'ang-barang hasil industr·i 1<'-"<irlr,yor· 

baik dt?ngan C.<i•Ta ek5poir/impor~ 2\n·tar-a pul~L1 d~n 

1 oka 1 st·r-ta ber-tinda~:_ st?bag2<.i levt:W.Bnsi r:. -·----~·--

supplier, distt~ibu·tor .• qrossiet-} parwakil r..n al::-0u -· 

a~gen baik d;:.,ri peFLtsahaan-perusahac:~n didalam ----

negeri maU.pLin di1uar negeri. 

I b. PenyewC~an .• f.i8:""1gaperasian dan pemel ihara~ttn ---

peralatan elektronika dan telekomunJ.I<asi ser-1:a 

pengoperc:si:annya dan j;;os& penyediaan jc:1rin{:!.:O\n 

Tel ekomun it .. as i • ----------~---------·----"-··· 

c. Insta.lasi dar, peralatan komputeH"' a tau jaringan 

kampute1 .. ; UPS, Panel kontr-ol ~ telek.omunikasi dan-

perangkat pE<nunjano la:tnny~. 

d • .:iiE'!sa konsult.;s;;i bidang komputer ser-ta kr2giat::0.n 

usa hE< terk~:t t dar, teknologi infor-masl. tPrm ... suk 

Internet Content Provider- Mu 1 t.imedia ~ DGs:tgn, 

Oan pemrogram<:m pir-c:trd:i lunak~ distr~ibl .. d:or" yrnns 

ber-hubungan drvngan pir·anti lt.matt. 
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1:: Penyediaan akses inter-net. 

t1snjalankan usaha di bidang jasa, yang me :I ipu·l:_i ~ 

I jasa~ kt:1cuali. jasa daloiim bidang hukum dan peu;;\k.~ 

~-·------------------------ Pas a I 4 ------~-- -~~-~- ·--~~-~ ··-- ---

1. 1'1od.;,;, 1 Dds<':.r Perseroan ber jumlZ~.h Rp~ 400. GO•). (h)(i ~- -~----

(sE:ribu) saham masing -- masing saham bernilal 

nominal Rp 400~000,- (empat ratL\s r1bu rupi~hl 

2* D.c~ri modal das2r ·tersebut telah ditempal::.kan oleh ~--

a. penghadap T .ue.n 

Administration sebanyak 12::'• (s&.r2!·b .. ts dtt2 pu.1ul1 

link! sEoht:uT•~ dengan nilai notainal Rp 400.(h)~_-------

SG!i:JC':Si:l!" •• , " •• , •••••••• , ••• ,,., Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta r-Ltpiah) --------

(s.eratus du;s pL:lLlh lima} --~-----

Rp. ~:,;:;. (Hj•) "000 ~ -

(lima puluh juta rup;i.ah) ------

--seh.ingga seluruhnya berjumlah ---

250 ( dua t~atu;:: lima puluhj ----~-

"5ti<har:; atE~u sebesa1· •••••••• ~. ~ •• ~ Rp 100. (l(h). (lt)O ~ -

( sel-~tue j uta .-up i ah j • ---·------ I 
3.-100~ (se~atus pe!-sen) da~i nilai nominal ~eti~p 

~at. all..! ::.el LtrLihnya:~ ber j uml ah Rp 100" 000. O~JO, -·-· .. ~------
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( (ser·atus juta rupiah) a.kan disetor- pent..th dengar' 

uang tun.ai ~~epada PeTset-oan oleh mf.l!sing - mi'.sing 

pend ir i pad a sa at penetndatanganan .ctk ta pendi1'"-i an 

4*-Saham-saham yang m.asih d.ctlam simpc<nan ah<O:!l·, ----·-------~ 

Umum Pemegang Saham. ~---~---------~-----------------

D;;ftar pemegang sahS~m memp~lnyai hak te<'"lebih dahulu-

Direksi berhak menawark.an sisa saha_m ter5t:but ---------

b-2las) har i terhi ·tung sejak penawarBn kepada 

pernegc:mg saham tersebut masih ada sis-=< saham yang 

-l.:id2k diambi l ba_gi<an oleh pemegang sa ham~ Di p-·eY si 

yang i:idak diambil bag ian~ Direksi be..-rhal:: ser:ara 
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{ 1 a in. ~-----···-----~--~----------··--------------------
.. _--~----~-~---------------~- S A H A i1 --------·~-------~----·-

------ ---- -----------------· Pasa l 5 ------------------------

i. Semua saho:tm y;:t,ng dike1uat~to.e<n oleh perser-oan ad.;atah ~ 

s.;;.ham al:as nama. ~--·--------------------------------------

2. yanq boleh dimiliki dan mempergunakc>.n hqk atas --------

saham hanyal ah W.arg<:< Neg arc>. Indonesia a tau 8adan ·--

Huk\-lm !ndonesi-.<. ---------------··------~-----------------

Per·;;erna..n hanya mengakLti seorang atau sai..Lt b.adan ---

h\.l~~um sebagai pemi 1 ik dar-i s,;;:o.tu saham. ~~--------~-~--

4., Ap;::~bila s:aham ka:rena sebE;b a~papun menjadi mil;tk --·· 

babe napa otp<o.<ng, maka mei~E;'k.a yang merrd l i k!. bersama 

s,;,_<.ma i i::.u diwaj ibk~n untu/-; menunjuk 0f?or;;mg diant.:H"i:i;' 

mer!?ka ;:;..taLl seorang l~in s;;E?bagai l--u,0\5<:\ met~ekc.. 

be,-same. d&n yAng ditunjul~ atau diberi kuasa i·Lu ---~

t;;aj.-:l\1 ah yang berhak memoet-gLtnakan hdlk yi::!ng di ------·

bel"·ik.c~n oleh hukum .:d:as saham tersebn!: .. --~----------~ 

5. Selam<?~ ket:entuan dalam ayat 4 di!l!l·ta._s belum di~---:-- · 

laksanakan ~ maka pf"'ra pE::"nHo-gang sah<am te..-sebui: tiddk--

Sahar.-., sedangkan p2mbayar.e.n dividen untLtk s~ha.m i·tu~· 

d i tangg L<hkan • --·--- ---------·------·--·-- --------·-~-----·~··--·-

( 6. Seorang pemegang saham menLtr·ut. hukum harus tuntluk 

kepada Anggaran Dasar dan k~pe.d.;; semua kepL\'l:.t.ls.,;.:n ---

yang diambil dengan s,;..h dalam R.:.--:p<::1'L UmLun Pemeg21ng 

Sao.:'lm str~t'·ta perat.ur.an per-undc:mg-undang.an y.o.1.ng --" 

ber l2tkL1. ~~--~--·---- --~--·-------~--~---- ~-·----~----------·-- ~ 

7. P.:=rsen:;Qn fiH?mpunyai !Sediki tnya 2 ( dua I (1emegang: 
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---------------- S U R A T - S A H A M -- ----------·-------

----·----·--~---~~~------ Pasal 6 ----~-------------~·----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat s.nh.am. -------~--

2 Apabila dikeluarkan surat saham~ maka untuk set~ap 

s;;o.harn dibt?!'"i 5E>h<E;-lai surat <::iaham. 

3. Sunr .. t kolektif saham dapa.t dikelLiarkan sebagai ~--~--

bukti pemilikan 2 (dua} atau lebih saham y<?_ng d_i ----

miliki oleh seorang pemegang saham. ~----~--~-------

I'L Pada sw-at saham sekurangnya ht?~rus dic:antumkan:: 

a. Nama dan alamat perf!egang sah,;;un; -····-·····--------·-------

b. Nomor surat saham; ----·----------------~----------· 

C. Ni lai nominal sa ham; ----------------···----------------- --

:;,. F';.:..do;. 5urat kolektif saham sekurangnya h.:.r·u~ di ------

,::;. Nama dan 21l8mat pemegang saham~ ----~~~------~~--

c:. Tt:mgya.l p~?l1g~luBran sur at kolek ti f """'ham; ~---"---

d. Ni-l.?<.i nominal saharn; 

0:. ,Jum] ah sa ham; 

6, 81.\rat !\ii:lhilffi dan St.ll~at kolektif sdh,qm harus ditanda 

tangani oleh seorang Direl--:t.J.Jr- Ut;;.mi'l dem l<amisaris. 

~--·--~·-~-~----- PENGGAi\IT I SURAT Sf.):~lf4l1 --------------------

- -·--------------~---- P.>o.sal 7 ---------~-·---~----·-------

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakal -

ngan Dit"eksi akan mengeluarkan sur2:d: saxham ·------

penggan t:l. 

~· 
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1
/ kemudian dih~puskan dan oleh dir-eksi clibuat beri t.a -

acara t.mtl..1k di lapork,otn dalam Ra.pat Umu:m Pernegs.ng --

Sa<. ham berikutnya. -~---~--···--~--~------------------- -~-

mE:<reka yang berkepentingan • cii rF.>ksi ak.ar, mengt? l LU:.\tr -

dil'"eksi l<.ehilangan i·tu cukup dibuktik.,:.,n dan derl9iA.n -

jaminan yang dip¢ndanq perlu oleh direksi untuk 

tiap peristiwa yang khusus. ~----------------~------·--·-

4u Setelah pengganti surat saha.m teL'"S~but dikolu.;il'k-o.dl~-: 

berkepenting<E~n. ------------------------------------~------

6. Ketentuan da.lam pe~.sal 7 ird, mutatis--mutandi.s JI.!Q2. -

sa ham. ----------------- ---------------------------------------- -

-·----- DAFTAR PEt1EGANG SAHAM DAhl DAF"I AR KHUSUB 

Perseroan. --~·--,~-~---~------~-~------------------····-----------·--

! 2. DAl<?.rn Dai'tar pe-mega:.g saham i tu dicatat: -·~ --· 

b. jumlah~ nc.'fliOIF d~n t.anqgal perolehan y2.ng di 

I c. 

\d. 
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(

mempunyai hak gadai atas saham dan t.anggal ·--~----~ 
p!:;n-olEthan hak Qadai bc:rsebLtt; --------·----~-·--·--~~-~-

e. keters.ngan penyetor-an saham dalam bentuh. 1<0\in ~---

Direk si. --------------------------------~--~-·---~--

3. Da~iam Daftar KhLisus; d1.c~tat ke·ter-angar, mengena.i 

kepemilik.:m sahem anggota direksi d.:1n komisaris 

Perser·oan lain ser-t,;; tanggal saharo itu diperol;,?h. 

I 4~ Peroeg,;~.ng sahii<m har·us mamberitahuka.n ">etiap ---------~---·--

dir·ek.si Per<:;\i:'r-oAn. ---------------------------------·- -------

-Be lama pemb>?ri t.::thuan i tu belum di l<.<kuk.:m ~ maka ------··· ·~ 

segala panggil<?.n dan pemberit.;::;.huan kenada peme~Jang 

pemwge.ng saham y.nng paling akhir dica1:at dal~"""' 

Daf tar Pem<?ganq Sa ham, ~---~~---~----~----------~·-·-----

S. Dir·ek.si bel""kewajibar. untuk menyimpan dan memelJ.h-BI·a·-

Setiap pemeg;;;ng saJ··am berhak melihat Daft.21r 

Pemegang: s.;~.ham tiCln Daft.ar- i<hLISUS pada wak t•.l j Aff• -----.. 

-----~---~----- PEMINDAHAN HA;( ATAS SAHA!1 --~------·-·--.,·~~-~" 

-~ -----------·----- ----- Pasn l 9 -----------··---------------~- --

t pemlndahan hak y;ar;;g ditanda-tangani nleh yanq 

'\memindahkan dan yang menerim.a pemindcthan <;t.o>.u 
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{ mef·eka yang '$ah. ----~--~--~------~---~--~---~--~--·------
2. Akta pemindahan hak seOagaimana dimaksud dalam a:o:y.;,..1:-~ 

1 atau s:;al in2nnya disampaikan kepada Per-seroan ~ 

dengan perse·tuj uan Rapat Umum F'emegang S.;;.:ham. 

4~ Pemega.ng se.ham yang hendilk memindahkan hdh 

sahamnya harus mengaj ukan permohonan sec:ar.a 

tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum ------·-----

Pemegang Saham melalui direl~s:;i w 

j 5. Rapat Umum Perr.egO:\hg Saham W&.Jib mombel"'ii<an ~-~--------·-----

pensetuJuannya .stau menolak permohonan 2.l'?b-='VJ0:1iflf<iln:::, 

paJ ing lamct 90 \sembilan p'..lluh) ha-(l"'i i:eF·hitu;·-,q ----~----

sejak diterimany~ permohont-.n. 

permohonan die-nggap disetujui. 

I 7. Dalam hal R;;,:..pat Umum Pemegang S<?.ha:(m il'd';;i'llCd.a(k -------~~-------

penseroat• waj i b menj am in bah<<~ a semu-3>. S='i h0.n1 d i b'21 i. 

waktu 30 (t;iga puluh) hari terhitur,l;J sej.::1k -·~~---· 

sebagaim.,.1n<3. dim21.ksud dalam ctyal:_ J ~ 

Pemegang Baham dianggar ... menyetujui 
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,;f pemirtdahan hak atas saham tersebut. --·-~---~--~-----·~ 

9. Pemindah.an hal~ atas saham hanya diperbolehkan -----·-·-

apabila semua ketentLltm dalam Anggaran Dasar b::?lah ·-

dipenuhi. ---~--------------~------------------·-----~-----·-

10.t1ulai hari panggilan Rapat Umum P'='!megang Saham ----~---

l sampai denfdan hari rapat itu, pemindahan hak a·tas ~·

sahara tidak diperkenank..an. ~---------~---------~-----

11,Apabila k.arena warisan~ perkawinan .atau sebab--sebab-

lain sahcun tidak lagi menjadi milik Wan;Ja hlb!gara ----

Indonesia <:~tau O.adan hLikum lndonesia a tau apab:t la 

Indonesianya~ t.~aka d<?~lam jangka wnktu 1 (S.,:!tl\) -·---·~ 

badan hukum Indonesia, mem .. \ru·t kc::--i::.entuan Angga-ran ~-~ 

I t2.Stelamii\ ketent\-tan tersebL\t dEtlam ayo:<t 3 pasal inj_ 

belum dilaksanakan_, maka suara yang d.ikr~luewkan 

dalam Rctpa-i.:. Umu.m Pe-megang Saham untuk s&hBm itt.l 

<?.ts;s sat·.am i tu d i tund.a" --~--~-~--~--~---~-----~----~---

--~-----~----------~--- D ! R E K S I ----·---------- ---------· 

··----~--~-------~----~~-- Pasal 10 --·-------------------------· .. 

1. Perseroa<r. diurus dan dipimpin oleh suatL\ Direk.si -~-

yang terdiri daF"i sear.:a:ng Dirr:ktur at,;;..1.-1 lebih~ ·------~ 

a.pabJ.la diangkat leb;J.h d;;;wi seorang Dil-ektuF", maka -

Utama. -----------·-------------~-----~-- __ ,, __________ --· ------------
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Yang boleh diang~~at sebagai anggota Dit-eksi hanya ·--

pet-syar-atan perLtndang-undangan yang bev-1 &ku. ------·---

Pemegan~ Sa ham~ masing~masing urd:uk j angk.<'-"- wakt.u. ---

5 (lima) t"'ihun, dqn dengar. tidal-: mengurangi ha!-.-. 

Rap-at Umum Pemegang Saharn untuk membet'""her·,tih~nr""lya ~-

sew a¥ -tu-wak tu. ----- --~--~---·---------·-- ------~---·--------

tunjangan y.:..ng jt.tmlahnya ditentukan oien Rapat Umum-

haF"i sejak tt:-:·rje;-·dinya lowongan~ harus:: di.selengcJ<::>Tcit ·-

k&~n Rapat Umum Perr.egang Baham untuk mongi.si 

lowongan i tu dengi::~n memperh"'·i:.ii'.an kettSntu~x. 

6~ Apabila c:•leh suatu >;;eb"'b 6papun semua jabatan --··---···---

30 (tiga puluh) hari sejak -l:erjadinya 1owongan ------

So$ ham Ltn tuk rntrngang kat Di rt'l'k si ba nJ., ds.n ur1 tul--_ --- ·· ----

semen l:.ctra Per·sereoan diL\rus o 1 E.'h l<~omisarj_s. --·------~ 
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1 tanggal pengunduri:i~,n dirinya. ------------~------·~·-·-,---~ 
8. Jabatan anggota Direksi ber.akhir apabila::: ~~~-------~ 

b. mengundurkan diri Ee!?iuai der.g;an ketentuan ..,.,yat 7; 

r.:. tidoiflk lagi memenuhi persyaratan perund.ang ·-----~-

undangan yang berlaku; -------------------------·--·· 

I d. 

e. 

men ingga 1 dL!n i a; ---------~--------~~-----~--··· -----

diberhentikan ber-dasarkan kept,.ttusan Rapat Urr•Ltm --

Pemegang Sa ham. ------~---·--------------------·-,.-----

---·--·-------·- TUGAS DAN WEWENAMG DIREKSI -------------

1. Din::?ksi bertanggung jawab pewn .. '.h dalam melaksanak.s.n -

m;;..ksud dan tuj tlannya. -------------------------·--·-----

penuh tanggung j awab menj aJ ankb\r-, tugasny;:;_ denge.n -----· 

mengindahl-".an peratur-o3n perundang-undangan yang ----.. ~--

ber-1 ale u ~ -----------------------·----·-----·----------------·-

3. Di;~eksi berhak rnewakili Persef"O.<tJ"'l didal&.m dan di ------

pihiiilk lain dengan perseroan~ serta menjalankan 

maupun ke-pemilikan, akan tat.:<pi deng..._n pembatetsan ~~ 

ba hwa un tLlk: -------·-~~-----'"··-·--------- ·------~-~-------------

a. 

perseraan mengambil uang 
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i 

1 
::dhg aae~L:<es; c~:::::~-~:~:_::~~-:~::~::_::~:L::_:~-~~:~-~ 

, dengan pel~setujuan seorang Komiscu~i.s. 

4. Per-buatan hukum uni:.uk mengal j_hk.an~ melepaske<.n hak --

atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagj.~n-

besar hal~ta kekayaan F'ersel~oan daiam satu ·(:eo_hun --

buku~ baik dalam satu tl""ansaksi at<:!U bebel~apa 

·tr-ansaksi yang ber-diri sendir-i ataupLm yang -----

be1~kaitan satu sama lain ha1rus mendapat pE'F·setujuan--

Rapat Umum Pemegang Saham yang dihad.i.ri atau di-

wakili par-a pemegang saham yang memiliki sedik.itnve;~--

3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah selurut1 ------

saham dengan hak suat·a yang seth dan dise·tuju:i. ol~.:-!1 -

sedikitnya 3/4 (tiqa perempat) bagian dari ju1nlah 

selLuruh suar-c:, yang dikeluar-k2<11 secar-a sah dal C:uT1 

r-apai:. 

5 .. F'et-buatan hukum un-:::.u~~ menga.lihkan atau menJ.;o:,clj_ka:, 

sebagai jaminan hutang atau melep;:,skan hak --'\to:<!::: --

h.:,r-ta kekaya.an Pel.-ser-oan sebt:u::Jaimana dim2.ksud ded.c.~m---

ayai: 4 wajib pula diu1numkan dalam 2 (dud) SLJI-~l-

kabal- har-ian ber-bahasa Indonesia yang ber-edar· d~ 

-['_i.g:..<_ 

puluh) har-i -tel-hi-tung sejak dilakukan per-buat.<=.111 

hukum ter-sebut. --------------------------·--··----·---·· 

r6. a. Dir-e1ttur- Utama ber-hak dan ber-wenang ber-tj_ndak 

un>cuk dan atas nama Dit-eksi ser-ta me\\lak i . .l.1. 

Per-sel.-oan c ---------------------------------------·---·-

b. Dalam hal Dil.-eki:LW L!i:ama i:idak hadir- atau bE'O't-

~ha 1 angan kat-ena sebab ;::,papun juga~ ha 1 ilrC\r1i:i --···- ---
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tid.:;.k per-lu dibuktiY,an kepada pihak ketiga :- maka-

5alah Sl?orang anggota Di r·eksi lainnyu berh~}: dan~ 

' berwenang bertindak untuk Q:an atas nama Dil'· eksJ. ~ 

7 ~ Dire!! si untuk perbua tan tertentLI berhak pu l.a ---~-----------

mengangkat seorang atau lebih sebagai WFikil at.au ~----

kLiasc.nya ciengii:n member.Lkan kepadanya kekuasac.~n yang-

8. Pembagian tug as dan wewenang seti..ap anqgota Di ,-ek.si-

di tetapkan oleh Rapdt Um•~m Pemegang Sa ham dan -------·-·-

dapat di llmpahkan keoada Komisar is. --------·------···----~---

9. D-al.;;;.m hal PeJ-seroan mempvnyai kepent>.ngan yanq tH.:w --

enggota Din~·ksi laitH!ya dan detlam h£1l P2rse_.r-o2tn ----

mempunyai k.epentingan ya.ng ber-·t~ntanga11 d•~i'i(J2.·) 

kepen·tinga.n seluruh anggot.=, Direksi ~ maka d,;;d.i:dii h.::..l 

ini Perseraan t!iwak i 1 i o ieh l<omisar is~ -~-----·~--~~--~~-

~--·~---~~---"-------~~-.. ---- RAPAT DIRt.!(Sl ~~---~---- .. ·------~-~~---~ 

dipandang perlu oleh s~orang at6u le-bih anggotcl ------

t:.ertulis 1 (sstu) pemegang saharo ate~u let<.lh yC~ng -------
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Panggi lan Rap at Direksi di l ah1kan oleh ""nggo"!:a ---~,-

< 
Din?ksi yang berhalt. mewnkili Direksi menL\t~ut ~··-··---·--·-~ 

3, Panggilan Rapat Direksi harus disampaiKan denga•~ ----

L:u;gsung kepada <:aetiap anggot:a D:Lrekst deng,;,:n 

mendapat tanda terima paling lambtol'l 7 (tujuh) hB.ri. 

sebelum rapat diadakan deng;m tidak rnernperhi tungkan·-

5. -Rapat Direksi diad,akan ditempat kedLtdukan ~---·· .. ··-· 

-Apabi la 5emu?. anggota Dir-ekr;.i hwd ir ?d:au d iNEth i l_\_,-

6. Rapat Direksl dil~impir, olel, Direktu1·· Utam~ dalan1 -----

ketiga, maka Rapat Direksi al(a/1 dipi.mpin oleh 

sec•rang anggota Direksi yang dipilih cleh dan 

(ci•.\2<-
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1.1 per·tiga) dari jumlah anggota Direksi haciir atau ~-----

diwakil i d.:< lam rapat. ---------~-------~-----------"----·--

J 9. KeputL\S<:Hi rapat Dire!\si haru~ diambil ber-dasa,'"k.an ~~ 

musyaw;;u~ah untuk~ mufakat. Dalatn hal keputusan ·-· 

nHaka kepL•.-'cusan diambi 1 dengan pemungutaf1 suar·a ·-

ber·da.sarka.n sui'\ra setuju sediV.itnya 2/3 (du.:._ pe1~· 

dal am rapa t. --------- -------·----------·--------- --~----·-"·-- ------

me:tG:n luk::-.r,. -

j b. Pemungut21n suara:; mengenai diri orang diJ.;;dc".•kc't!'! 

deng.;~n su;-.,t sual'·a tertLttup tanpa ·tanda--lctn:_li::-,1~ ~ 

sedangk.an perr.ungutan suara mengenai hal-ha.l l1ii\ir··· 

I c:. Suara blanko d-:•.n SLiar·a yang tida\c. sah d'i."'nggap --

tidak dikelut;rrkan secar·CI sah dan dianggap 'LJ.ci~k ~ 
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tet-tul is dan semua anggota Direksi member ikan p~nse~ 

ser-t<a menanda-tangani persetujuan te:wsebu i:. - ~~·---~------

13~Keputusan yang diamtrtl dengan c:ar~a dem:i.kiAn ·-"-------· 

I 
mempuny.:'ti kekuatan 

dia1nbil d0ngan sa!~ 

yang s.-;,;ma dengan h:eputusan ydnq -

1. Komisaris terdiri dar-i seorang atau lebih t:1nggoi::a --

ber 1 ak.u. --------·~--·--- ------------·-----------· --------------

I 
Saham ur,tuk jarHJka waktu 5 ( limaj 

tidak r.Ho-ngurangi hak; Rapat Umum F'emegang Saham 

ur·d:.ul~ mer;-,ber·hentik2n sewak+.u·-w;::._k tu~ 

'c.unjangan yAng juml.:<hny.a ditentukan oleh Rapat Umu<n-

F'emeg ang Sah'"'m. -------~-- ---~----- ------~----;---- -------·-~----

I S. Apab.il.:t< oleh sudtu sebab jabatan anggc:d.:_a i<om:i.s;.;u~i% -

lovmng, maka dalC>m jangka wal: tu setlil< i ·:-.ny:.. ;;.\O ( -ti\,la·· 

puluh) har'i setelo::~h terj.:o.dinya lowongan~ ha.-Lts di 

ayat 2 pasal ini. 
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{b. Seorang anggota f(omisaris berha.k flHS!n9undL<rkG~r·, 
dari j .abatannya1: dengan memberi tahuksn secar-.;,1 --~"-~---~--

7. Jabatan Ct<.nggota komisat"'J.S bor~khir a.pabila~ ~-·--·-----

b~ rnengundurkan diri sesuai de;:.ng.::.n ketentuan aya'l 6; 

;.mdangan yang het-1 aku; ·--------~------·--~------------------

-----------·---- TUGAS DAN WEWENANG ~~DI"IISARlS ----·--------------

-----------~---~-----~-- Pasal 14 -------------··-----------------

2" Komisar is bai k b~rsama~sama maupun ser1di t· J_ --send i r i --

seti 2p waJ: t:u dol am jam ker j a kan tor F'erst:?roan Der---

_ha~~--. memasuk~ bangLtnan dan halam~n ~tau tempat J..;;;~in· 

ol eh Dir·eksi. ------·-------···-----~----~----------------------

\3. Direksi d.-,;!n set.iap anggc•tc< tii r~k5i wsj ib Lml:uk-··---

~ memberikan penjelasan tsnt<".ng seg<-11a h.-i:l.l y2ng d.i --" 
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{tang gal~ waktu ~ dar, tempat r·apiiit. ----------- ------~~ 
5. -Raped: Komisaris di~dakan ditempat kedudukan ---~"---

-Ap~~bila semua anggata Komisaris h.adir s..t_au di--------

' wakili, panqgilan terlebih d,;;,hulu tensr~but tJd"-tl<---~-

h21langan hal man~ tid;;;.\< perlu dibuktikan l·,apBda~----· 

j S. R2<pat l<omisaris 2.clalah sah dem beFhak nv.:.:ngambil---

1\~.'pLtti.Jsan yang rnengika+: h.::•ny.<~ ap.:lbil<::; 5edil<-.i·l:J-,y""-~ 

hadil"' ato3.Ll diwcd·· i 1 j d;::d a:r, r2pi3t. --·--·--·---------- ·-·---

19. KepLd:usar. F\ap.at l<omisaris harus d:~.ambil bt::!-d2S:'il-k 

musyawarah untuk mufakatjl d.s~lC~m hal keputus6\n b0c 
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I J.l ~a. se·tiap anggota Komi$,3fis yang hadir berhak.-------·~

' mS<ngEO'luarkan 1 {satu) suara dan tambahan 1. 

(satu) suara untuk setiap anggoti"' !Cnmisaris La.in 

yang divJaki linya » ----------~~~~---------------

( b~ Pemungut.an suara mengenai diri t:lfi:H!g dilakukc'Jn~--

dengan sur at suar-a tertutup tanp,;;; tanda-tang~n,-

di lakukan dengan 1 is an kec:ual i Keb.1a Raped:.-~----

menentuk~:'ln lain tanpa-. ada kebel""atan d"'Ti yang---·- 1 
I 

had i r-. ······· ------------------~--------------·--------~ ~----··-

I c:. Sua!""a Blanko dan su~1ra yang tidak sah dii-i.lii.:Jg•:q;,--

tidak dikelua..-kan sec.ar-a sah dztn dizmgg;<,p Lid6l.l\~ 

per-setujuan rnengenai usul yang di,;:)juk.;,.n seen;< tsr----

tL\1 is serta menanda--tangan i persetuj umn terse but---·-

13.~~-=putL\san yang diambil denga.n cat·a ch:.;>rnikian,, rncem·· 

diambil dengan sah dalam Rapat Kdmisaris.-----------

--·------·~······---------- TAHUN -- BUI<U ---~-------------------~· 

1. -Tahu.n buku per-sel'"oan ber- j~lan dari t:anggaJ. 2 (dua; 

~ Jar,uo<•ri samp.o;i dengar; tanggal 31 ( tiga puluh s.utu;-
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j Desember. ----~~--~·-------------------~~---~~ ·· ----·---

Per;:;et~oan di tu tup. Un tuk pe-rt.am.c, k5.l inya bLlf~L\--------- -~ 

' 

perseroan dan ditutup pd_da tanggal t_jg,;, pu_lukl s.::;·Lu--

Desember" taht.tn dua r.tbu empat (-31-1:2--'2004). 

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bul<:m set~J;,;h---

buku Per""'ero.;n ditutup~ Direksi menyusun l..:trH::wan------

tahunan sesuai ketentuan peraturAn per·undang ~~-~------

serm.tc~ anggota Din.?ksi dan Kamisar-is untu.L di.o;dul--.<·.\n-

h;-,t~i sebelum tar.ggal Rapat Umum Pemeqang Sahcvu~---··"" 

par-"'' pe•n,eganq sah;;rtm. -----------· ---------------- ----- ---· · 

----------------------- Pas a l 17 ------·---------------·--------

dimaksud dal.a11n pssal 18 Ang£)aran Dasar in-1;--·-·--

b. Rapa-L Umuo; Perneqang Sah.s:m latnny2> selr;mjutnye.---

ysng Oi,;.,dakan sewaktu-waktt,\ bertlasar-kan--··--·---- ·--· 

k.(0butuhun • -----·-·--·--------- --------------- -·-------

2. Istilah Ra.p-at. Umum Peu;egang 821h2.m dal<ltl• Hngq=lr6:•.fl-
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Pemegang Saham Tahunan dam Rapat Umum Pemegang------

Saham Luar Bi&\sa, ker::u.nli dengan teC)8S dtnya-t~akan--· 

-- ---·--- RAP AT Ui'1UM PEMEGANG SAHAI'1 TAHIJNAN --·-··--~~"~-----

' tiap tahun, paling lambat 6 (en.::.m} bulan sei::e1ah----

·tahun bu~-:u Per·serofln d i tutup~ ·------~-~-----------------··· 

a~ Direksi mengajuk.an ped-litungan tahunan y~\ng---~--

terdii"':L dari nerctca dan perhitung.an 1-=<b<.J. r·ugi----

pengeso:ihan ···apat. -----------------·--------------·--····· 

c, Oipu tuskan penggunaan lab a ~erseroa,n. ---------------

c:L 0::-q:::•at. diputuskan hal-h,3l lain yang ·te12.h d.i 

Pengesahan perhitungan i:ahunan ol.-:h R"-'p ... 11: 
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kepadC~ para anggota Direksi dan Komisaris ai..:as-----

4-. Apabila Din:ksi atav Komisaris lalai untuk ~~---'-----· 

menyEtlenggaral.:.<:tn Rapat Uroum Pem~g"<ng 

saham berhak lflem-angg:i.t sendiri Rapat Ur.H.IIT• Perta29ang-

R.::<p;;;;t Umum Pemegmng Saharn Lu.cw Bi.a\l::>.U" 

pemegang S>Oii!ham atau lebih yang ber-·sama-t>-&m8 -------

sE<] L,O'""Uh sa ham dengan hak suara yang sah. ------~-------

--F·er-mintaan tertulis tersebut h~r·us die,.<mpc."'lil-:.-2n 

biccs.::. sebaga;i_mana tltmaksud d.o.lam ayat :2 st-tel.:;,h-··--
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' 

/yang bersangt;t..J.tan berhak memanggil s.endiri l"'apat.---

atas biaya F'erseroan setelah mendapat i:::in dar i---

Y~etL\a Pengadilan NegeH"i yang daerah hLikU!flnyt;~--·-·---·· 

meliputi tern pat kedudukan pt?-r-seroan .------~-~---------

.!!. PelaMsaiHUan rapat sebagaimana di.-naksud dalam ,;;:cyat :5 

han .. ts memperhatikan penetapan K~t.Lta Penqadi l an·-----··· 

Neget~ i vang memb~r· i i 21,n terst;<obLtt. --~---~-------------~~---

----------~--~--------- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPt-rr -----·--~--

------- ·-· -----------~-------- UMUT1 PEt1EGf~I\IG SAHI~M ~~--- -------- ·· 

1, Rap a. t Umum Pemeg<:~ng Sa ham diadakan d i teu.p,<:,i; i~edt.tdu-

:<:5\n Pel-serCi"\n a tau cli tempmt Pers..::Jroer.n ms:l+:d~uketn----· 

kegi,;:, ta11 Ltsaha. ----~--~----~ -------·-·---------------------------------

] 2. PemE~nggi 1 s.n Rapat Umum PemE"~gaog Saht·Hll di lz;,kukan----~ 

dengan surat terc:atat yang h,:;._r-us dJkiri1n palirog-~-~ 

larnbal: 14 (empat be1as) h.;;tH-::i. ;:;ebelum t:anggal rapat·

d.;c,lam hal y0-ng ml?nde-sak jangka waktu ter-sebt.lt dapa't:. 

dipet'"singkat paling lamb<?t-i:. 7 (tuju\;) har·i seb!io"'lum-

dan ·t<>'inggi:!l rapat. -------·~--~ ------~-------------···-------· 

3. ~p,o,nggiJ.eln Rapat UmLtm Pemeganq Saham har-us---~-----·--· 

menc::0.ntumkeu·. h21.ri, t~nggal, j.;;:Hn~ ·l:emp2L :Jan o.H:.6\.v2.-~ 

r·.::~pa-t deng?.n diser'I:E~i pemb;:,ritahuan bahwt;~ bahan------

yang akE<-n dibicarakan dalam r-ap.:d: ter·~-;.ed.1a. dikantoJ

Penssroan m'.tl ai dar i hari di l. akukan pem~mggi 1 ar·,~-----

sarni}ai dengdn tanggal r:~p&t diadakan. -"·~-~--- ~~""""-·-~·-·

~ParHJ9i::.an Rapat Umum Pemegan;;; Se<h.;:~m ·rahunaro harus-

pu la mencantumkan bahw;;~. laporan tahunc..n sebagailflan-2'. 

difilakSLldk•n dalam pasal 16 aya·t 2 telah tQi··~edia di 
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{ 4. Apabi I a semua pemegang saha"' dengan hak suar "' Y<mg

sa.h hadir at.::tu diwak.ili dalam req?;;;t~ mal<a pemar1g-

gilan terlebih dahulu sebagaimana dim&ksud dalc;..ffl~~-~ 

aya:t 3 tidak menjadi sy,;;q'·~t dan dalam rapat :U:u----

---~~~~--~------ PlMF'INAN DAI'-l BERITA AC?if:::A ----·----------

----~-----~--------~~ RAP AT Ut·1UM PEi•!EGANG SAHAM -- ----"-'-" ·-- ---- ··--

Direktur Utam.':l. daLAm hal Direktur- Utama tidak. acL001---

dipirnpin oleh seorang Di rek tur ~ d;,·,lam h.:d D:i.. rG?k tur-

tid~k ada atau berh&l01ng2'.n Varen.:t nebab apapun h.:2!l-

man~:. tidak perlu dibukt..i.kan kepd,da pihak ketiga,~--~ 

ber·h.:;langan karend sebab .apapun hal 1t1an~ t.:t.d.,;,..k.-

pel'·lu dibuktikan kerp;:;dc, pihak ket.iga, maka rapat di 

pirnpii1 olel~ ~•orang yang dipilih oleh dan dat-i-···-----· 

-Dari segal.n h.al yang dibicarakan dan diputL\skan----

Rap~.t~ yan:v uni:::uk pengesahannya di"\:anda-tang~ni--
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/i' kut:\sa pemegartg saham yarn:; di tunj uk ol eh dan d>iic- i --

,:;:,ntarct mereka yang h¢~;diF dal<Mfl F·apat~~---------~----

-Berita Ac:ara Rapat tersebut menjadi bukti y.atnq sah 

ten tang keputusan dan segala sersuatu yang ·tel·- j ,;;adi -·-

3. Penanda-tanganan yang dimak.suu dalam ayat :.2 pas.a.l-·-

···-------~----~ !<ORUt-1, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----·------

apabila dihadiri oleh pemege<:ng saham ydnq fllt:1'-· 

Wdkili leb1h dari sedikitnya 2/3 (dua per tJ.y~t)--· ~ 

bagian dari jumlah s;;;:;luruh saharn dsmgan hak SU2.i'2. 

yang sah yang t.elah dikelu<?orkan F'e?F"sErt:~an~·------···-

Dasar ini. ---~--------~----------~---------------·-···· ----

l~a tidal~ ts-rcap.;;1i, makv dapat d5.ad<O<kan·----------·· 

c. Pemanggil~n sebagaim.ztna ya.ng dimaksud dalan, ayat·-

1~b hatrl\5 dilakukari paling l.a.nbat 7 (tujuh) h~r-i-

sebclLtm rapat diselcmggarakan tidak termasuk.--···-··· 

tang gal panggi lan dan t<:tnggal rapat. ·-------------·----~ 

d. Rapa-t Kedua diselenggav·akan p~c.l ing cep.;t j,(l ----·--· 

I s<e._~·l-11 hari ter-hitung seja~· rapat. p~rtama.--------.. 
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k,epu'<.usan yang mengikat Bpabila dihadiri oleh----·-

pemegang saham yang mew.akili sedikitny<.~ 2/:;.:. (dua-

pel"" tiga) bagian dari jumlah seluruh saham deng2tn 

Da l ::Otlf! ha 1 

7r Sua.rc; lJlE•f!kW "'te.u sua1-··a yang tid.ah sah di2HliJI,=Ji!:>P-----
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musyawar-ah un"tuk mufakat tid~k tercapai, mak.a-----

kepub.Jsan diambil dengan pemt..tngu·tan SL\ara be1··dasar

kan !Buara setuju sedikitnya 2/:5 {dua per- tigt.<) ~-~---

bag ian dari jumlah suara yang dikeluarkart r.lsrH_:!an---~ 

sah d""'lam rapat, kG:>C:Uctli ap.;~,bila d~lam Plnggc:-•1'--::no---~ 

D~sar ini di ten tul-:21n lain.--------·---------- ... _------

-Apabila jumlah SL\.ara yang setuju do;m ·tid.:\k sFtuju-

sama banyaknya~ rnuk£, usul di tol a!<..~--~~---------·----~ 

9. Pemegang s~ham dap,at juq2 mengambi 1 kepu.tus<."'n yang-

sah tanpa mengaclaka.n Rapat Umum Pemeganq Saha111:,----~ 

d€i'ngan kGtentuan semLla pernegang saham tel.odt d:tb<?r·i~ 

ttth\J secat~a tertulis dan seh11Licl pemegang sah&t!< mt.•rr, 

bsriXar. persetLuuan mengen.ai USL\l y.:.;,ng d.ta_iJ.!k<"-.n-~ 

secar-c. 1.:.ewt~c.•lis serta men<.:~nda-tangani pensetujuan 

te;-s;:;,bu t. l<e-pu tusAn yang d iambi 1 dent;F<.!1 <:2r·a~·-·~~---

demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan-·------

keputu'ii'"'-!1 yang diambil dengan sah d,-alam f~a.p2l.t~ Umum

Pemegang S.;;ham. --------·---~------------·------"-----·---

seperti te-rce;.,ntum dalam neraca d21n perhi tungan loba 

rugi yang telah di!-:,ahkan oleh Rapat Umum Peme9'-1nq---.. 

ydl:ng di t.en tuk ~n o leh rape. t tersebu t. -----.~~~-------------

menentuk2.11 c:ara pengguna.:c:H1nya, laba bvel-sih seb;:-l,;.1b·· 

dikurar1gi deng<:~.n ciJddng.._n yang diwaj ibkan oleh~------· 

Llnd~ng~undang d::..n 4r:gqaran Dasar· Perseroqrr d1_baqt 

I 
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{ sebagai di v iden. ---~---~~~---~---------~ ~~ ---, .. ---~-~-~-
, 

Apabi la per-hi tung an 1 aba r'Ltgi pad-a su~ tu t.E.hHn buk\ 

menunjuk,c:..n ker-Ltgian yang ·tidak dapat eli ·tu+:.t..lp dG-ngE~r 

dan dimasvkif. .. ;:m dalam per hi t.ung.¢,n laba oug.L i b .. 1~-~---

be? l um s2rn"' seka l i tertu tup ... -~---------------~-----~ -·--------

! 4. --Laba yang dibagika.n sebagai dividen yang tidak-~--" 

ber 1.::.~·- t.t" ---------~-- ------ ·-·--·- ·· --------- - -- -- ----· 

k~rugi<:!n v;;:,nq di·--------
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{ der-i ta oleh Per·sel'·oan. -··· ---~-·-~--~--:---·--~------~·-~·----
;:-. Ap2bila ~umlah dana cadangan tel-=:th fJH?lebihi j'L!ffll.,.h-

sedikitnya 201. (dU<£~ puluh persen) dari mocLod Y<:'iing-·-

S<?.ham dapa·t memutuskan agar ju;.1lah dari d,:.tn0 c.o.:'ldAn;,_; 

4~ Direl·;si ha.rus mengelola de1na cadangan agar di:itna---·-~ 

cndq.ngan ter-sebut memperoleh laba d~ngrM! e,o..t-a yang-· 

dan dengan mempe1rhatikan peratu1~2n pe!'"UIIc1,;_tr·g-·und-=:lnt;:J 

Dengan akt."; hlotaris dar1 ddl.B.m b<!lhas;;, !ndont::•sic).~---

l :2. Pengubi:·.h-Ctn k(1:)tcmtu21n angg;;:.;-o;,n d.?.Sill- ya.nr,l ~<lED/2U"!Qk.U1... 

pel";Qt"'b;;;har. rrt.ilm.t~~ maksud d.::m b.tJ' .. J<oH-,, kegie.t~w' usaha~ 
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menj&.di Pers~roan t~rbuka a tau s;ebaliknya ~· waj ib-

mendap1iil.t pet-se-tujuan dari Mer.i:.eri Keha.kill'lan d,;;,u·;-·-

Hak Asasi l'lanus:la RepLtbl:tk Indonesia~-----~--------·-"""' 

·>~ F'engubahan Anggaran Das;rn- sel.:a.tn yang menycmqt~.u-i~ 

h;:,\1--hal yang tecsebu·\: da.lam ayed: 2 pasa) :i.ni t:o..\l.:uj.:. 

dil;;pcwkan kepRda t1c·ni::eri Vehakim;J.n dan Hak (.';,,;a<:;:J-

t·1am.;sia Republik Indonesia d.slo:1m 1-'Jat:.tv selaml::in'invc 

lfj. (r~mpat belas) ha!-i te-rhi"tl.1ng sej'OIJ<. k,eputU!OO,;,),I)-·--

Rapat UmLtm Fe/f"?gang Saheur. t.entang pengubcthar: ter 

sebut s:ert.a d.lde:dta!"'}:.Z~n dalam ,.._,,._,.jib d.o(·ftar PE·I-,_tsc,-

Li« A.::1abila d~lam I"'E<.pat •,;,;:.n·;~ :.:l;~,rl•-::<hsud qc~l.. .. 'lm r.\VPit • 

k;:::n-·um yang dite-nl:.u!cc•n tid.r<.k t:en:a.pe>_i_, maJ:.r.;~ pkl'.ling~ 

C:b<p::t"i:. 10 ( sepu1uh! hz,ri dan !~'a l ini{l L:~mbat 21 t (jU.o:<. 

pv'uh satu) hari sel~lah r.sp<hlt re-r-tarrti::< il'-u dapat·· 

di_selenggarakan rap::d:. k:.:?c!u2' den1_::~an sycd·-a.·t o;an 2..::~ 

'y'dr<Q same\ sepeT·ti ynng I:::J.pe!-luh·.;:m Ltntu.k r dpa"l 

po~"'tama ~ kecu.,., \ i mengc:na5. j ,,:..ngka 11-Jc:.~.· tu p0.1)99 .i. 1 ci\r1·· 

hr::tl''U'\S- tiilakukan paling l,;.mbat. 7 l-i-ujuh) hal"'i se .. -

sedikitnya 3/4 { tig.O> pe!"'G?mpat.) l.:tagian dai·-i jumLd

suar·a yang dike-luar·kc<n dGngan """'d' dalam rapF.<t .• 

5. l't-?putL.\San H,enge.-.ai pengul-.?.ng,;,r, mada:t han.J.s dibcr 

tahukan se:·c.::::'lt-·a ·ter·tulis h?pada '>it'lmua kreditt.w---·

r-·e:--sel~oan dan tliumumk~x1 ol;:.h Din?ksi dal.rnw SU!'<i:l;~-
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PENGGABUNGAN, PELEBURr~N ~ DAN PENGAN8 I U4L I Hr..\ hi --·· .. -

1. Dengan mengindahkan ket12ntu.an pe1~a"tu1ran pe1···und.,3.rH,_1-·

undangan yarrg berlaku, nlaka penggabungan, pelebu~a~ 

dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan ber·

dasarkan keputusan Rapat Umum Pemeg,.ng Sat-ram yang--

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sediki"i:

nya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah selur·uh

saham dengan hak sua1··3 yang sah dan kepub ... 1san d.i.--·--· 

setujui s2dikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari-

jumlah suara >'anCj dik.eluarkan denqan sah dalcun ----··--

I"" a pat • ·------------------------------ --·------·---· ----·-- ··-

2. Direksi wajib menqumumkan dalam 2 (dua) surat !(dbar· 

hcu~ian mengenai rene and penggcrbunqe1n" pelebul···.;oH·r diitn 

pengambilalihan i:·er·sr~~·-ue.m paling lambat. J.4 (errq.);crt-·--· 

belas) hcrr-i sebelum pemanqgiJ.~,n l:;;apat Umum F"G•Jnegang 

Sa ham.-------·---·-·-···---··----··-------------------·-·----·-··---··-----·---

--·-------------·--·---·---·-· I-' a!:;.,, 1. 2"7 ---·--·--··----- ···----·-· ---·-·-·-·"--·-··· 

1. Dengarr meng:i.ndahk,::,n keten"i:uan per-atur·an perunc.l-"mg--

und <..=mg an yang ber-1 ak u, mak a peillbubcou·-an Per5e roan---·-· 

hanya dapat dilakuf·:2.n ber-dasar-k-:m keputusan Re.,pat.···--

Umum Pemegang Sahaf•• ·yang dih2di.r·.i. ol1::?h perneqco..ng-··-·-·· 

sahO:Lfll YC\11';) rT•E'ViCLkil.i pcd.ing sed~l.it 3/LI (tigc:•. per·l'::'f:r-

pat) b~gian dar-i jumlah sel1Jr-Uh saham denqan tla!~

suara yang sah clar, disetujui oleh paling sed.i.h.i·l--·-

3/4 (tiga perempat) bagian da1~i jurolai1 suara y~rlq--
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. . 
{ sc-.h yang dikeluarkan d'"'lam I~Eipat.----~--·---M··-----------~-
2. Apabila Pevseroan dibubarkan~ bedk kan:ana bE·3r~k.;tir-

3. Direksl. bertind.:>~k !3ebagai likuidator- ap"'<DiLa dal..am-

s.ebagaim'ilna dimZ<.ksud dalam ayat 2 tidak tnenu.niuk.---

4. Upah bagi para likuidator ditar1tt.tl~an ~lel1 ~~~p~i----

SahBm dan dib~r:r·ikanny .. 't pelLu;asan dan pe'fibl:?l)e;,\Sclt: 

PENUTUI=- ---
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-·Se!J<ale< sesuatu y.=:.ng tidak atau belum c:uY.up diatuv

dalam Anggaran Dasar ini ~ maka Rapat Umum Peme~1ang 

Saham yang akan memutuskan. ---------------------------

I .--M~,;yJAnpar.:;; dari keten-b .. tan rial am p<:11sal .lO dan p~s...al -

13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangk~ -

tan anggat<:t Oireksi dan Kamis;aris~ telat1 diangkr.;d.:_---~···· 

sebag ni ~ --·---------------~----~~~-------------~-·---- --

: -penghadap ·ruan ~:

Master of Bu5iness ---------·---

Administration tr,;wssbut;-- · 

l::ersebut. ----··--·--------------- --·--· 

~r·eng.:-tngkatan angga·ta Dir·e:ks.:i d4;n l<o,ni'ii2f is t-.c-:-t-<-.sw:bu-1:

te:iah di·terima oleh masing-masing yHng bersangkutsn 

yang pert.ama kali diad-5.kd.n, ,:-;.;:-:·1:E:-lah Akta f.'encliri.""n 

ini mendapat p~-o>nqesahan Munts;Fi l<eh.aXim<i'ln d~n H<C\k 

Asa s i 1'1-ar,u::...L C,\ Rapub l j L l ndonesi a. ····---- ---------- ----------

II.Penghad.;,p t'-lyonya- ,j2r1 

h!yonya ~~~ peg<AtNMi k:antnr· No·t."1!~i s ~"" 

ber b.;.~mp,;~t-1:inggal d;_ T dtnger.;;u;g ~ b.nik bers~ma--s~.,l:'~"

m.n.upun ::;endir:t-·sendlt,.i deng<t;tn hak unt.ut:: me;:mind=.<hka;-t 

k<:..,.\<U.:i'\5<:\an in i kep&.da or,;.;,ng l a.tn d ik~.tct">ak-an un b.d-

memohon lllJ Cl6\rl 

d2o.l.::,m bentuk 
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tersebut dan untuk mengaj ukar. St•mua pet'"mohonan dan 

dokumem 

unt::ut .. r.~elaksan.;;.kan tindakan lain yang d :i. pu;r !-- 11 (Loti' 

1. r.Jyonya ~ dan -----~--------------·-----.. --- --

pegawai kantor- Notaris, 

Tange~-ang seb,v.gaJ.. para saksi. 

Akta .as:.inya ditanda-tangani se-cuk.t.q;my;:,. 

' . ,_J_ngq, 

Si:o.l.s:' 

- J)ib~l-ik.-m untuk SALINAN yang sama b-unyinya. 

Kedudukan Suami..., Henny Trisiaty, FH UI, 2009




